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MOTTO 
 
 
 َنَِمأ نَِإف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدَِتج َْلمَو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُت ْـنُك ْنِإَو ْمُكُضْعَـب
 ْمُتْكَي ْنَمَو  َۚةَداَهَّشلا اوُمُتْكَتَلاَو ۗ ُهَّبَر َ َّ ا ِقَّتَـيْلَو ُهَتَـناََمأ َنُِتمْؤا يِذَّلا ِّدَؤُـيْلَـف اًضْعَـب اَه
 ٌميِلَع َنوُلَمْعَـت َاِبم ُ َّ اَو ۗ ُهُبْلَـق ٌِثمآ ُهَّنَِإف 
 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangi). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” 
(Q.S Al-Baqarah Ayat 283) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت 
 
Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik 
di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
 ix 
 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik 
di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik 
di bawah) 
ض Dad D De (dengan titik 
di bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik 
di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di 
atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
 x 
 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
  Contoh:   
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1 بتك Kataba 
 xi 
 
2 ركذ Żukira 
3 بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوح Ḥaula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan wau Ū u dan garis di 
atas 
 xii 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوقي Yaqūlu 
4 يمر Ramā 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan . 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
 
 
 
 
 xiii 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّنبر Rabbana 
2 لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّرلا Ar-rajulu 
2 للالجا Al-Jalālu 
 xiv 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نوذخ  Taꞌkhuzūna 
3 ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر  دملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqin / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Puji Rahayuningsih, NIM : 142111027 “Gadai Tanah Sawah di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupatrn Blora Menurut Hukum Islam”. 
 
Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti kegiatan praktek gadai 
tanah sawah di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini antara lain yaitu (1) Bagaimana Penerapan 
Gadai Tanah Sawahdi Desa Sumberejo KecamatanJapah,KabupatenBlora? (2) 
ApakahPenerapan Gadai Tanah Sawah didesa Sumberejo,Kecamatan 
Japah,Kabupaten Blora sesuai dengan Hukum Islam?  
 
Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui tentang penerapan gadaidalam 
gadai tanah  sawah di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, dan 
mengetahui tentang apakah penerapan gadai tanah di Desa Sumberejo,Kecamatan 
Japah, Kabupaten Blora sudah sesuai dengan hukum Islam. Menggunakan metode 
diskriftif yang akan memaparkan data kualitatif. Pengumpulan data dengan cara 
wawancara serta dokumentasi. Analisis pembahasan ini adalah analisis induktif 
yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus di lapangan. Dengan penelitian ini 
bisa menambah wawasan keilmuan tentang Ekonomi Syari’ah dalam hal gadai 
tanah sawah,  dan bisa menjadi sosialisasi untuk masyarakat secara umum. Serta 
bisa menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang gadai tanah sawah. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai tanah sawah 
tersebut dilakukan masyarakat setempat, dimana pihak yang akan menggadaikan 
tanah sawahnya (rahin) akan melakukan akad dan transaksi dengan penerima 
gadai (murtahin) akan ditentukan  jangka waktu yang telah disepakati kedua 
pihak, dan hasil panen dari tanah sawah yang di gadaikan, sepenuhnya dikuasai 
oleh penerima gadai. Status  hukum  pemanfaatan  gadai  tanah  sawah  yang  
terjadi  di  desa Sumberejo  Kecamatan Japah  Kabupaten Blora menurut  hukum  
Islam  adalah tidak boleh.  Praktik gadai dengan batasan waktu dan pengambilan 
manfaat tanah sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh murtahin yang 
terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora tersebut tidak sah 
menurut Al-Qur’an,Al-Hadits dan Ijma’ Ulama.  
 
 
Kata Kunci : Gadai tanah sawah, Praktek gadai tanah sawah, Hukum Islam. 
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ABTRAC 
 
Puji Rahayuningsih, NIM: 142111027 “Pawn field soil in village 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora according to the law 
Islam.” 
This study is an effort to examine the practice of pawn field soil in village 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. The main problems in this 
study,among other, namely (1) How the implementation of pawn field  soil in 
village Sumberejo kecamatan Japah Kabupaten Blora?(2) whether the 
implementation of pawn field soil in Village Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora in accordance with the law Islam?  
 
 Research purposes this is to know about the implementation of pawn field 
soil in village Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, and knowning 
about whether the implementation of pawn field soil in village Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora already in accaordance with the law 
Islam. Using the diskriftif will explained the data kualitattif. Collecting data 
with the way the interview as well as documentation. Analysis in discussion 
of this the analysis induktif namely the withdrawal of the conclusion of cases 
in the field. With this study adds to scientific insights about the economics of 
Syariah in terms of pawn field soil. 
 
The result of the research shows that the practice of pawn field soil this 
done by local comunity. Where the side that would already  mortgaged field 
soil (rahin) will do contract and transaction with acceptance pawn (murtahin) 
will determined a period of time that has agreed upon the two parties, and 
results harverst of field soil that pawn fully controlled by the pawn. The status 
of the law of the utilization pawn field soil happened in village Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora according to the law of Islam is should 
not bedone. The practice of pawn with the limitation of field soil as a 
guarantee controlled by the murtahin happened in the village Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora it is not valid according to the Al-Qur’an, 
Al-Hadits, and the consensus scholars.  
 
 
 
 
 
 
Key Word : Pawn Field soil, The Practice of  pawn Field soil, The Law Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam kehidupan masyarakat 
khususnya di desa banyak yang berprofesi sebagai petani untuk 
menyambung hidup mereka, tetapi dalam mengelola perkebunannya  
sering kali tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga dapat berdampak 
pada perekonomian mereka, harga yang ditawarkan saat panen lebih 
rendah atau lebih murah dari harga yang ditawarkan saat belum panen 
menjadi kendala bagi para petani. Kebutuhan sehari-hari dan biaya 
pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan yang memerlukan biaya 
yang cepat. Sehingga masyarakat tidak bisa mengandalkan hasil panennya 
yang dalam setahun hasil panennya baru bisa panen dalam 3 bulan sekali. 
Dari judul peneliti Gadai Tanah Sawah di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora penting di angkat sebagai skripsi, 
karena mengingat perilaku masyarakat yang telah melakukan gadai tanah 
telah meresahkan masyarakat yang lain terutama pihak Rahin, walau para 
pihak tidak bisa mengungkapkan keresahan yang telah mereka rasakan, 
Dari sumber data wawancara dan pengamaatan peneliti, memang sudah 
dari dulu dan sudah jadi tradisi masyarakat setempat melakukan gadai 
menggadai dengan rasa saling percaya dan itu sudah dianggap sebagai 
bentuk tolong menolong, walau sebenarnya dari pihak Rahinrugi dalam 
hal ini. Karena keuntungan terbesar diperoleh oleh Murtahin. 
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Dalam praktek gadai tanah sawah di desa Sumberejo Kecamatan 
Japah Kabupaten Blora, untuk pemanfaatan tanah sawah gadai dikuasai 
sepenuhnya oleh Murtahin, dan tidak ada bagi hasil antara Rahin dan 
Murtahin, adapun pendapat para ulama tentang pemanfaatan rahin atas  
barang yang digadai, yaitu: 
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan 
barang tanda seizin  murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh 
memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan 
pendapat ulama Hanabilah.  
2.  Ulama Malikiyah  berpendapat bahwa jika borg sudah berada ditangan 
murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan 
3. Ulama Syafi’iyah berpendapat  bahwarahin dibolehkan utuk 
memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak 
perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-
lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, 
kebun, rahin harus meminta izin pada murtahin.1 
Sedangkan pendapat para ulama tentang pemanfaatan murtahin atas 
borg 
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan marhun sebab dia hanya berhak menguasainya dan 
tidak boleh memanfaatkannya.  
                                                          
1
Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), cetakan 
pertama, Hlm. 41 
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2. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan marhun 
jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang 
tersebut barang yang dapat diperjulbelikan serta ditentukan 
waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan 
pendapat Ulama Syafi’iyah. 
3.  Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur 
ulama yang lain, mereka berpendapat, jika marhun berupa hewan, 
murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau 
mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak 
diizinkan oleh rahin. Adapun borg selain hewan tidak boleh 
dimanfaatkan kecuali atas izin rahin.2 
Dari pendapat para ulama mengenai pemanfaatan rahinatas  
barang yang digadaitersebut, menurut ulama Hanafiah  bahwa 
murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun (barang gadai)sebab 
dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh 
memanfaatkannya. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah bahwa 
rahin dibolehkan utuk memanfaatkan barang jika tidak 
menyebabkan borg(barang gadai) berkurang, tidak perlu meminta 
izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan 
tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, 
rahin harus meminta izin pada murtahin. 
                                                          
2
Ibid, Gadai Syariah di Indonesia...,Hlm:93-94 
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Dalam pemanfaatan barang dari pihak murtahin, menurut ulama 
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan 
marhun sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh 
memanfaatkannya, namun menurut Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah 
membolehkan murtahin memanfaatkan marhunjika diizinkan oleh rahin 
atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat 
diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.  
 Sementara kebiasaan masyarakat di desa Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora, Murtahin memanfaatkan Marhun/borg (barang 
gadai/tanah sawah) untuk ditanami, dan Rahin tidak mendapatkan hasil 
panen tersebut. Budaya adat desa setempat sudah jadi tradisi bahwa 
transaksi gadai tanah sawah dalam pemanfaatan barang gadai tersebut 
dikuasai oleh murtahin, walau dari awal tidak izin pada rahin, dengan 
rahin diam dan tidak komplin, murhatin beranggapan kalau sudah dapat 
izin dari rahin. 
Memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk 
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 
orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 
didahulukan. 3 
                                                          
3
Muhammad, Hadi Sholikul, Pegadaian Syariah, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), Hlm. 
17 
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 Seringkali modal para petani membengkak dan dari hasil panen 
pun  tidak  bisa balik modal, sehingga tidak ada keuntungann dari hasil 
panen mereka. Walaupun di dalam suatu desa terdapat pihak-pihak 
kelompok tani atau lembaga tani desa yang bertujuan untuk membantu 
para petani untuk memberi modal ataupun menyediakan pupuk,  namun 
belum bisa juga membantu para petani desa untuk mendapatkan 
keuntungan hasil panen atau hasil pertanian yang menguntungkan. 
 Dana untuk mengelola tanaman agar bisa menghasilkan panen  
yang maksimal dan melimpah  membutuhkan biaya yang besar, namun 
karena keterbatasan ekonomi masyarakat setempat yang khususnya 
profesinya sebagai petani. Berdasarkan hal tersebut maka banyak petani 
yang mengambil tindakan dengan menggadaikan  tanah sawah mereka 
kepada orang lain atau kepada petani lain untuk bisa mengangkat 
perekonomian mereka, dengan akad dan kesepakatan dari kedua belah 
pihak. Dalam akadnya memang terjadi adanya ijab dan qobul antara kedua 
belah pihak, namun dalam akad tersebut tidak ada saksi dan tidak tertulis 
sehingga tidak konkret, dalam hal ini gadai ada batasan yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. 4 
Batasan waktu yang telah disepakati oleh kedua  belah pihak  ada 
bermacam batasan waktunya, tergantung pihak penggadainya minta 
batasan waktu nya berapa tahun, ada yang batasan waktunya dua tahun, 
tiga tahun, empat tahun, bahkan lima tahun, tergantung kesanggupan yang 
                                                          
4
Mulyono, Perangkat desa, wawancara pribadi, 20 Febuari 2018,  jam 12.00- 13.00 WIB 
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disanggupi oleh penggadai dengan perkiraan kapan bisa melunasi 
utangnya ke yang menggadai tanah sawahnya dalam jangka waktu berapa 
tahun. Jadi penggadai sudah bisa mengira-ngira sendiri dalam berapa 
tahun bisa melunasi utangnya itu kepada pihak yang menggadai, sehingga 
tanah sawahnya bisa dikemblikan, namun dalam masa gadai tersebut 
murtahin bisa memanfaatkan tanah gadainya dengan syarat dapat ijin dari 
rahin. 
Adanya perjanjian atau kontrak antara rahin dan murtahin, 
membuat rahin harus bisa mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 
yang sudah disepakati dari awal, kalau perjanjian awal dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun,tapi sebelum jangka waktunya habis dan di 
tahun ke 3 (tiga) tahun rahin sudah melunasi utangnya, maka uang 
kembali kepada murtahin  dan tanah kembali pada rahin, namun jika 
dalam jangka waktu 10 tahun rahin belum juga bisa menebus atau 
mengembalikan uangnya maka uang tidak kembali pada murtahin, tapi 
tanah akan kembali pada rahin (pemilik tanah).5 
Dalam kontek hukum adat, gadai  merupakan perjanjian yang 
berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian 
melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan 
bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya 
                                                          
5Mulyono, .. Wawancara via telepon, 5 Maret 2018, jam 17.00-16.00 WIB. 
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dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus. Ketentuan yang 
demikian bisa mengarah ke riba yangdapat menyebabkan ketidakadilan.6 
Pada saat rahin melakukan transaksi sebenarnya ada unsur 
keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang 
diberikan oleh murtahin berkaitan dengan pemanfaatan dikuasai 
sepenuhnya oleh murtahin dan tidak adanya bagi hasil panen antara rahin 
dan murtahin. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan 
untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan 
yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai keadilan jangan sampai 
mengambil kesempatan dalam kesempitan.  
Hal inilah kiranya yang mendorong penyusun untuk mengadakan 
penelitian lebih mendalam terhadap penerapan gadai tanah sawah di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Penerapan Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 
2. Bagaimana Penerapan Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo 
Kecamatan  Japah, Kabupatean Blora menurut Hukum Islam?  
C. Tujuan Penelitian  
Studi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain: 
1. Mengetahui tentang  penerapan Gadai dalam penggadaian tanahsawah 
di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 
                                                          
6
Abdul, Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan  
Implementasi),(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 123-124. 
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2. Mengetahui tentang bagaimana penerapan gadai tanah di Desa 
Sumberejo, Kecamatan Japah, Kabupataen Blora menurut Hukum 
Islam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain: 
1. Untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam Fiqh Muamalah 
terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai tanah sawah di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupataen Blora. 
2. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuhan bagi penelitian 
berikutnya, terutama dalam kaitanya dengan masalah gadai 
(rahn)dalam kajian fiqh muamalah.  
3. Secara praktis, untuk dijadikan bacaan oleh masyarakat, sehingga 
masayarakat desa desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora 
tersebut mengetahui dan memahami aturan-aturan gadai dalm hukum 
Islam.  
E. Kerangka Teori 
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 
dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 
peneliti.  
Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori diantaranya 
yaitu: 
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Gadai dalam bahasa Arab di sebut dengan al-rahn. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti pinjam-meminjam uang di atas 
waktu tertentu dengan mnyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) 
jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang 
yang memberi pinjaman. Dari pengertian tersebut, dapat diambil 
pengertian bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi 
utang piutang orang yang  menggadai barangnya disebut  sebagai pihak 
peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi 
pinjaman.7 
1. Rahn adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi 
sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh seorang dengan 
ketentuan bahwa dalam hal pihak yang meminjam itu wanprestasi, 
maka memberikan hak kepada pihak yang meminjamkan untuk 
menjual barang jaminan tersebut dan diambil sebesar hutang pokok 
yang ada.  
a. Hukum Rahn. 
Para ulama sepakat rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab 
gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling 
mempercayai.  
b. Rukun Rahn dan Syarat  Rahn/Gadai  
                                                          
7Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta:Kecana, 2017), Hlm.259 
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c. Rahn memiliki empat unsur, yaitu rahun (orang yang memberikan 
jaminan). Al-murtahin (orang yang menerima),al-marhun 
(jaminan), dan al-marhun nih (utang). 
Menurut ulama Hanafiyah rukun Rahn  adalah ijab dan qabul 
dari rahin dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. 
Akan tetapi akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya 
penyerahan barang.8 
Menurut jumur ulama, rukun gadai ar-rahn ada empat yaitu, 
sighat (lafadz ijab kabul), orang yang berakad (ar-rahin dan al-
murtahin), harta yang dijadikan anggunan (al-marhun), dan utang 
(al-marhun bih), sedang ulama hanafiyah berpendapat bahwa 
rukun ar-rahn hanya ijab kabul. Disamping itu, untuk 
menyempurnakan dan mengikatnya akad ar-rahndiperlukan 
adanya al-qabdh (tanggungan) oleh pemberi utang. Adapun orang 
yang melakukan akad harta yang dijadikan agunan dan utang  
menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat ar-rahn bukan 
rukunnya.9 
2. Akad  
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah akad adalah 
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
                                                          
8
RachmatSyafe’i,Fiq Muamalah,(Bandung:CV Pustaka Setia,2001),Hlm:160-162 
9
Silah Khosyi’ah, Fiq Mualamah Perbandingan, (Bandung:CV Pustaka Setia,2014), 
Hlm:188-190 
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melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam 
definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada yaitu: 
a. Adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri 
b. Adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat 
c. Adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. 
Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu 
melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain.10 
3. Urf 
Pengertian Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, 
perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi 
tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan 
masyarakat, urf ini sering disebut adat. Urf itu mencakup  sikap saling 
pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan antara mereka, baik 
keumumannya maupun kekhusannya. 
a. Macam-macam Urf. 
1). UrfSahih 
Urf  sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak 
bertentangan dengan dalil  syara’, tidak menghalalkan yang haram dan 
juga tidak membatalkan yang wajib. 
2). UrfFasid (rusak) 
                                                          
10
Rahmawati,”Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah, 
journal.uinjkt,(Jakarta), vol. III,  No.1, 2011, Hlm. 22. 
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Urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi 
bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan 
membatalkan yang wajib.11 
b. Hukum Urf  
1). Urf  Sahih 
Dalam fiqh Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan atas urf, 
di antaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak 
terdapat  saksi bagi salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan 
(dimenangkan) adalah pendapat orang yang disaksikan urf. 
Syarat sah akad itu apabila ketentuan tentang hal itu terdapat dalam syara’, 
atau apabila dituntut oleh akad atau apabila berjalan padanya urf. 
2). Urf fasid  
Adapun urf yang rusak, tidak diharuskan untuk  memeliharanya, karena 
memeliharanya itu berarti menetang dalil syara’ atau membatalkan dalil 
syara’. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, 
seperti akad riba atau akad gharar atau khathar (tipuan, dan 
membahayakan), maka bagi urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam 
membolehkannya.  
c. Kehujahan Urf 
Urf menurut penyelidikan bukan  merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada 
umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta 
                                                          
11
Ibid, Ilmu Ushul Fiqih, Hlm. 128-130. 
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menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 
urf dikhususkan lafad yang ‘amm (umum) dan dibatasi yang mutlak. 12 
Adat istiadat atau’urfyang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat 
dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat 
istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalah. 13 
Pegadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan rahn. Rahn yaitu 
penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.14 
Mengenai gadai  inidalam Hukum Islam diatur dalam ketentuan Al-Qur’an 
Surat Al-Baqarah Ayat  282 dan 283 yang artinya adalah seabagi berikut : 
 ِتاَك ْمُكَن ْـيَـب ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُـتْكَاف ى مَسُم ٍلَجَأ َلىِإ ٍنْيَدِب ْمُت ْـنَـياَدَت اَذِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهـَُّيأ  َ ْدَعْل ِ ٌب ِل  
“Hai Orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak seara tunai   
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
 
 ًِبتاَك اوُدَِتج َْلمَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُت ْـنُك ْنِإَو َن
ُِتمْؤا يِذَّلا ِّدَؤُـيْلَـف اًضْعَـب ْمُكُضْعَـب َنَِمأ ْنَِإف ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف ا
 ُهَّبَر ََّ ا ِقَّتَـيْلَو ُهَتَـناََمأ 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangi). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya.” 
Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dapat dikemukakan dalam 
ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah r.a berkata: 
                                                          
12
Ibid,Ilmu Ushul Fiqih, Hlm. 131 
13
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 
123.  
14Ibid, Hukum Bisnis Syari’ah, Hlm.202-204. 
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اًعْرِد ُهَنَهَرَو اًماََعط ٍّيِدوُهَـي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّ ا ىَّلَص َِّ ا ُلوُسَر ىَرَـتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع  ْنِم
 ٍديِدَح 
“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau 
menggadaikan kepadanya baju besi beliau”. 
 
Berkaitan dengan hal ini fuqaha sepakat bahwa disyariatkan dalam 
keadaan tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, setiap orang 
boleh mengadakan perjanjian gadai. Hal ini mereka didasarkan pada surat 
Al-Qur’an dan Hadis Nabi diatas.  
Hadis lain yang juga dikemukan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah 
SAW  bersabda: 
 َو ِهْيَلَع ُ َّ ا ىَّلَص َِّ ا ِلوُسَر    َلَاق    ََةرْـيَرُه ِبيَأ    نع َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَـِنب ُبَْكرُـي ُرْهَّظلا    َمَّلَس
 ً وُهْرَم , ً وُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَـِنب ُبَرْشُي ِّرَّدلا َُبنَلَو , ُةَقَفَّـنلا ُبَرْشَيَو ُبَْكرَـي يِذَّلا ىَلَعَو  
 
“Apabila ada ternak yang digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki 
(oleh yang menerima gadai ) karena ia telah mengeluarkan biaya 
(menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang 
deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah 
mengeluarkan biaya  (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, 
maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”.15 
d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Berdasarkan Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)  
Pasal 373 
(1) tentang Rukun dan Syarat Rahn. Rukun akad Rahn terdiri dari 
:murtahin, rahin, murhun , marhun bih/utang,  
(2) dalam akad gadai terdapat 3(tiga) akad paralel, yaitu  :qard, rahn, dan 
ijarah. Namun dalam pengertian ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
                                                          
15
Ibid,Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Hlm. 
125.  
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(anfat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa 
(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.  
Pasal 383 
(1) Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari 
murtahin. 
(2) Rahin dan Murtahin daat emmbatalkan akad dengan kesepakatan. 
Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas sudah jelas bahwa dalam pembatalan 
akad gadai harus ada kesepakatan bersama tidak bisa di batalkan 
sepihak.16 
 
Pasal 403 
(1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi 
gadai untuk segera melunasi utangnya. 
(2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi  utangnya maka harta gadai 
dijual paksa melalui lelang syariah. 
Berdasarkan pasal 403 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa jika rahin tidak 
bisa melunasi utangnya maka murtahin memberikan peringatan awal 
dengan memperingati rahin untuk melunasinya, dan jika peringatan 
tersebut tidak bisa membuat rahin jera dan belum juga bisa melunasi 
utannya, maka harta atau tanah sawah gadai dijual paksa melalui  lelang 
syariah.  
                                                          
16Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani,Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009),Hlm:106.  
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e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang 
Rahn, Memutuskan 
Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
Kedua:  Ketentuan umum  
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun 
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) 
dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, 
Marhuntidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin kecuali seizin Rahin, 
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, 
sedangakn biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan Marhun.  
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
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b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun 
dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari’ah 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga: Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka 
penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 17 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang membahas tentang Gadai Tanah Sawah Di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Menurut Hukum 
Islam,belum banyak di bahas. Namun ada beberapa penelitian yang 
membahas diantaranya: 
                                                          
17
Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2002), Hlm. 3-4 
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Skripsi Dina Amalia Hidayati  (2016)  seorang Mahasiswi Jurusan 
Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 
dengan masalah” Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, 
Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam” dalam penelitian 
ini membahas tentang pemanfaatan gadai tanah sawah berdasarkan Prinsip 
Syari’ah dan Status  hukum  pemanfaatan  gadai  tanah  sawah  yang  
terjadi  di  desa Sruwen  Kec.Tengaran  Kab.Semarang  menurut  hukum  
Islam.18 
Perbedaan anatara Skripsi peneliti dan skripsi Dina Amalia 
Hidayah  membahas tentang pemanfaatan gadai tanah sawah menurut 
hukum islam, sedangkan peneliti akan membahas skripinya tentang gadai 
tanah sawah menurut perspektif hukum islam. 
Skripsi Ihwan Azis (2015) seorang Mahasiswa Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri  Walisongo (UIN) Semarang, 
dengan masalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah 
Sawah Tanpa Batasan Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan 
Pulokulon  Kabupaten Grobogan)”, dalam penelitain ini membahas 
tentang praktaek gadai yang ditinjau dari hukum islam dan gadai tanah 
tersebut tanpa ada batas waktunya, Pelaksanaan  gadai  tanah  sawah  pada 
prakteknya penggadai  (rahin)  mendatangi  penerima  gadai  (murtahin) 
untuk  meminjam  sejumlah  uang  guna  memenuhi  kebutuhan dengan  
menyerahkan  barang  gadaian  berupa  tanah  sawah sebagai barang 
                                                          
18
Dina Amalia Hidayah, “Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa 
Sruwen,Kec.Tengaran,Kab.Semarang Menurut Hukum Islam”,2016. 
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jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut  berada  di  tangan  
penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang gadaian. Pembayaran 
hutang oleh penggadai (rahin)  kepada  penerima  gadai  (murtahin)  pada  
umumnya tidak  mengenal  batasan  waktu  sampai  kapan  waktu  gadai 
berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (rahin) 
menyerahkan  uang  kepada  penerima  gadai  (murtahin)  sesuai jumlah 
uang yang dipinjam.19 
Dalam Skripsi Ihwan aziz sama-sama membahas tentang praktek 
gadai tanah, namun dalam skripsi Ihwan Aziz tanpa adanya batasan 
waktunya, sedangan skripsi yang akan dibahas peneliti praktek gadai tanah 
sawah yang ada batasan waktunya, sesuai dengan kesepakatan dua pihak 
yaitu rahin dan murtahin. 
Skripsi Isti’anah (2009) seorang mahasiswi jurusan muamalat 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan masalah 
”Praktek Gadai Tanah Sawah  Ditinjau Dari Hukum Islam  (Studi di Desa 
Harjowinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)”, dalam penelitian ini 
membahas tentang praktek gadai di desa Harjowinangun Kec. Blapulang 
Kab. Tegal  dan bahwa tradisi di desa Harjowinangun  setiap bentuk 
pinjaman apapun itu baik pinjaman gadai atau pinjaman murni  tanpa ada 
barang jaminan, uang pinjaman yang diberikan oleh Murtahin di samakan 
oleh harga emas. 20 
                                                          
19Ihwan Aziz,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa 
Batas  Waktu(Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon  Kabupaten Grobogan)”, 2015. 
20
Isti’anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Hukum Islam, (Studi di Desa 
Harjowinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal), 2009. 
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Dalam skrispi Isti’anah juga membahas tentang praktek gadai 
tanah sawah ditinjau dari hukum Islam, namun dalam skripsi ini setiap 
bentuk pinjaman barang ataupun pinjaman uang disamakan dengan harga 
emas, sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti praktek gadai 
tanah sawah menurut Perspektif hukum islam yang bnetuk pinjamannya 
tidak disamakan dengan harga emas. 
Artikel  Imamil Mutaqin (2015) seorang mahasiswa fakultas agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan masalah”Perspektif 
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah  Dalam Masyarakat 
Desa Dadapayam kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” dalam artikel 
ini membahas bahwa dalam gadai tanah  di Desa Dadapayam Kecamatan 
Suruh Kabupaten Semarang kedua belah pihak sepakat bahwa murtahin 
mendapatkan izin dari rahin untuk memanfaatkan sawah sebagai barang 
jaminan, maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian 
antara kedua pihak (muzara’ah) 
Perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu murtahin memanfaatkan 
barang jaminan tersebut namun tidak adanya bagi hasil panen anatara 
kedua pihak.  Sedangakan dalam artikel Imamil Mutaqin bahwa murtahin 
boleh memanfaatkan barang jaminan dengan ketentuan membagi hasil 
panen dengan rahin atau hasil panen dibagi dua antara kedua pihak.  
Namun  dari  semua  penjelasan  diatas,  penulis  dapat mengambil  
simpulan  bahwa  belum  ada  pembahasan sebelumnya  yang  membahas  
seperti  yang  penulis teliti.  Belum ada yang membahas tentang “ 
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GadaiTanah Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah, Kabupaten 
Blora MenurutHukum Islam”21 
G. Metodologi penelitian 
Suatu penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan 
yang sedang dikaji. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu 
cara yang tepat yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Cara atau 
metode yang dipilih dengan tepat untuk memecahkan suatu permasalahan 
yang dikaji akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan 
penelitiannya yang sangat menentukan hasil penelitian yang dilakukan 
tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini maka, penulis menggunakan 
metode penelitian sebagai berikut: 
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data 
kualitatif, yaitu peneliti yang mengedepankan penelitian data atau 
realita persoalan yang ada dengan berlandaskan pada pengungkapan 
apa-apa yang telah didapatkan, dieksplorasikan dan diungkapkan oleh 
para responden yang berupa kata-kata, penjelasan dari yang 
bersangkutan. 
Dalam penelitian ini, peneliti dilaksanakan di Desa Sumberejo 
Kecamatan  Japah Kabupaten  Blora. 
                                                          
21
Imamil Mutaqin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah  
Dalam Masyarakat Desa Dadapayam kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, 2015. 
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2. Sumber Data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 
data primer yang berupa wawancara yang dilakukan di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora dengan mewawancarai pemilik 
tanah/sawah(sawahnya yang digadai)  dan para penggadai sawah. 
Surmber data yaitu:  
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. 22 Sumber data primer dapat diperoleh 
secara langsung oleh peneliti kepada masyarakat baik melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi, tanpa adanya perantara, 
peneliti melakukan wawancara dengan Petani  yang mengadai tanah 
nya dan yang menggadai desa Sumberejo. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung.23Dengan kepustakaan yakni melakukan serangkaian 
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah 
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. 24 
                                                          
22Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R& D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 
Hlm. 137. 
23Ibid 
24
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 99 
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Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga 
buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini yaitu 
tentang gadai tanah sawah.  
c. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum 
peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 
di lapangan. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, analisis data 
lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 
pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan 
data. 25 
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu suatu metode sebagai prosedur, pemecahan 
masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan suatu objek 
dari penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana 
mestinya. 
H. Teknik Pengumpulan Data.  
Dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yaitu setelah 
data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung, 
kemudian disusun dan dikategorisasi atau dipilah-pilah dan selanjutnya 
diinterpretasi dan dianalisa. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis 
kualitatif yaitu dengan melakukan penjelasan dan penafsiran menurut 
keadaan yang diteliti. 
                                                          
25
Ibid, ..,Hlm. 221. 
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1). Interview, yaitu suatu usaha pengumpulan informasi dengan 
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. 
Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara. Disini penulis berkunjung 
langsung untuk melakukan wawancara kepada pengurus dan para pihak 
yang bersangkutan dalam pengelolaan gadai lahan atau sawah. 
2). Dokumentasi, yaitu mencari hal-hal yang berkaitan dengan masalah 
tersebut, seperti dokumetasi, literature dan sebagainya.  
1. Sistematika penulisan 
Agar seluruh isi yang dikandung dalam skripsi ini mudah difahami, 
maka perlu ditunjukkan sistematika dalam penyusunan skripsi. Sistem 
penulisan ini akan disusun sebagai berikut: 
Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan 
skripsi. Dalam hal ini, masalah yang diangkat adalah penerapan gadai dan 
alasan penjual melakukan gadai tersebut. Dalam bab ini disebutkan 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab Kedua, ini membahas tentang tentang pandangan gadai tanah 
sawah .Bab ini meliputi sub bab syarat Pegadaian  yang sesuai dengan 
syariat isla. 
Bab Ketiga, membahas tentang penerapan gadai tanah sawah di 
Desa Sumberejo, Kec. Japah, Kab. Blora. Bab ini meliputi sub bab prinsip 
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yang berhubungan dengan penerapan gadai tanah sawah di Desa 
Sumberejo, Kec. Japah, Kab. Blora 
Bab Keempat, merupakan pembahasan dan analisis penelitian. 
Bab ini berisi tentang alasan gadai tanah sawah  tetap dilaksanakan dengan 
kurangnya syarat tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
kepada pihak penggadai dan yang menggadai. 
Bab Kelima, merupakan bab penutup. Dalam hal ini penulis 
menyajikan hasil akhir dari bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang 
dilengkapi dengan saran-saran untuk meberi rekomendasi terhadap para 
peneliti setelahnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini membawa manfaat. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Definisi Akad 
Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul. 
Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul 
adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai 
tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.  
Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 
adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu 
pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan 
hukum satu pihak, seperti janji memberikan hadiah, wasiat, wakaf, 
atau pelepasan hak, bukankah akad, karena tindakan-tindakan tersebut 
tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan 
kabul.  
Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan 
yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. 
Akibat hukum akad alam hukum islam disebut  hukum akad. 26 
 
  
 
 
                                                          
26
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, cetakan ke-2(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 69 
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1. Akad yang Sah dan Akad Tidak Sah.  
Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah 
dan akad tidak sah. Akad sah adalah  akad yang telah memenuhi rukun 
dan syarat-syarat sebagimana ditentukan oleh syara’. Akad tidak sah 
adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang 
ditentukan oleh syara’. 
2. Rukun Akad 
a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidan) 
b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul,’aqd) 
c. Objek akad (mahallul-aqd) 
d. Tujuan akad (maudhu’al-aqd) 
3. Syarat Terbentuknya Akad 
Ada delapan macam syarat akad, yaitu : 
1. Tamyiz(Berakal).  
2. Berbilang pihak (at-ta’adud) 
3. Persesuaian ijab dan kabul (kesemapakatan) 
4. Kesatuan majelis akad 
5. Objek akad dpat diserahkan 
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan 
7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan 
dimiliki) 
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.27 
                                                          
27
Ibid, Hlm. 96-98 
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Para ulama hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek 
akad, yaitu: 
1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan 
2. Objek akad harus ditentukan atau dapat ditentukan, dan 
3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syara’. 
1). Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan  
Apabila objek tersebut berupa barang seperti akad jual beli atau 
dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu 
berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda 
(ijarah al-manafi’).28 
2).  Objek Akad tertentu  
Objek berupa benda, maka kejelasan objek tersebut terkait pada 
apakah objek tersbut hadir (ada) di majelis akad (tempat  
perjanjian) atau tidak. Bilamana objek dimaksut ada (hadir) 
pada majelis akad, maka kejelasan objek tersebut, menurut 
ahli-ahli hukum Hanafi dan Hambali, cukup dengan 
menunjukkannya kepada mitra janji sekalipun objek tersebut 
berada di dalam tempat tertutup, seperti gandum dan gula 
dalam karung. Menurut Maliki, penunjukan tidak cukup, 
melainkan harus dilihat secara langsung jika hal itu memang 
dimungkinkan. Jika tidak dilihat, cukup dideskripsikan. Ahli 
hukum Syafi’i mengharuskan melihat secara langsung terhadap 
                                                          
28Ibid, Hlm. 191. 
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objek, baik objek itu hadir tau tidak di tempat dilakukannya 
akad.  
 Objek akad yang tidak berada di majelis akad (tempat 
dilakukannya akad) dapat dideskripsikan dengan suatu 
keterangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan 
menghilangkan ketidakjelasan yang yang mencolok mengenai 
objek. Bilamana objek tersebut berupa benda individu, maka 
dideskripsikan sedemikian rupa sehingga menjadi jelas dan 
bilamana berupa benda yang memiliki satuan yang banyak dan 
serupa seperti barang produk pabrik yang sama jenisnya, maka 
dijelaskan dengan menyebutkan jenis, kualitas dan jumlahnya.  
3). Objek akad dapat ditransaksikan.  
Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila 
memenuhi kriteria-kriteria berikut: 
a). Tujuan objek terseut tidak bertentangan dengan transaksi, 
dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila 
transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan 
untuk sesuatu tersebut. 
 b). Sifat atau hakikat dan objek itu tidak bertentangan dengan 
transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan 
apabila sifat atau hakikat sesuatu itu memungkinkan transaksi. 
c). Objek tersebut tidak bertentangan dengn ketertiban umum.29 
                                                          
29Ibid, Hlm. 203-205 
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B. Pengertian Gadai (Ar-Rahn) 
Secara etimonologi, gadai (ar-rahn) berarti tetap dan lestari. Gadai 
dikatakan juga al-hasbuartinya penahanan.Ada beberapa pengertian ar-
rahn (gadai) yang dikemukakan secara terminologis oleh ulama fiqh. 
Menurut ulama Malikiyah gadai (Ar-Rahn) adalah : 
   ٍم ِز َلا ٍنْي َد ِىق ِِهت َاِقث َو ِهِكل َام ْنِم   ُذَخ ْؤُـي ُل َّوَُمح ءْيَش 
"Harta yang digadaikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat 
mengikat” 
 
Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabillah mendefinisikan gadai sebagai 
berikut : 
 ِِهئ َاف َو ِر ُّذَعَـت   َدْنِع َاهْنِم ِفى ْوَـتْسَي ٍنْي َدِب ٍةَِقث َو ٍْينَع ُلْعَج 
“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan 
pembayaran utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya 
itu”30 
 
 
Gadai dalam bahasa Arab di sebut dengan al-rahn. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, gadai berarti pinjam-meminjam uang di atas 
waktu tertentu dengan mnyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) 
jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang 
yang memberi pinjaman.  
Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa praktik 
penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang orang yang  
                                                          
30
Siah Khosyi”ah, Fiqh Mualamah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 
Hlm.188 
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menggadai barangnya disebut  sebagai pihak peminjam dan orang yang 
menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman.31 
 
1. Dasar Hukum Gadai     
a. Al-Qur’an  
ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai 
adalah Q.S.Al-Baqarah ayat 282 dan 283 :  
 َنيِذَّلا اَهـَُّيأ  َ  ْمُكَن ْـيَـب ْبُتْكَيْلَو ُهوُبُـتْكَاف ى مَسُم ٍلَجَأ َلىِإ ٍنْيَدِب ْمُت ْـنَـياَدَت اَذِإ اوُنَمَآ
 ِلْدَعْل ِ ٌبِتاَك 
“Hai Orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. 
 
Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalanAllah, 
anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus 
berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-
nyiakannyasesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Hal ini 
menunjukkan bahwa harta itu bukan sesuatu yang dibenci Allah dan 
dicela agama Islam. Bahkan Allah di samping memberi perintah untuk 
itu, juga memberi petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan 
umum serta hukum-hukum yang mengatur cara-cara mencari, 
memelihara, menggunakan dan menafkahkan harta di jalan Allah. 
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Harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah adalah 
harta yang paling baik, sesuai dengan sabda Rasulullh SAW:  
 َمِِعب ِحِل اَّصل ا ِء ْرَمِْلل ُحِل اَّصا ُل اَمْل ا ا  
“Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh” (Riwayat 
Ahmad dan At-Tabrani dan’Amr bin ‘As) 
Yang dibenci Allah dan dicela oleh Islam ialah harta yang 
diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
Allah Swt dan harta orang-orang yang menjadikan dirirnya sebagai budak 
harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk 
menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. Karena itu timbullah sifat-
sifat tamak, serakah. Bakhil,dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak 
mengindahkan orang yang miskin dan terlantar.  
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman 
agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan 
transaksi utang  piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga 
dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisishan yang mungkin 
timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa tertulis atau adanya 
saksi. 
1). Bukti Tertulis 
“Buti Tertulis” hendaklah ditulis oleh seorang”juru tulis”, yang 
menuliskan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak. Syarat-syarat juru tulis itu ialah: 
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a).  Orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari 
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga tidak 
menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak lain. 
b). Mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang 
berhubungan  dengan hukum perjanjian dan transaksi, sehingga 
dia  dapat memberikan nasehat dan petunjuk yang benarkepada 
pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung 
jawab dan menjadi saksi antarapihak-pihak yang berjanji, 
seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Juru tulisdalam 
era modern sekarang ini diwujudkan dalam bentuk 
notaris/pencatat akte jual beli dan utang piutang. 32 
 
2). Saksi dalam Akad Gadai 
“Saksi” ialah orang yang melihat  dan mengetahui terjadinya 
suatu peristiwa. Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat 
bukti (bayyinah) yang dapat dijadikan dasar untuk 
menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara.  
 Menurut ayat ini persaksian dalam muamalah sekurang-
kurangnya dilakukan dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua 
orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua 
orang perempuan. 
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Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya(Edesi yang disempurnakan)”, 
(Jakarta:Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2009), Hlm. 433-434 
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 Mengenai syarat-syarat “laki-laki”bagi yang akan menjadi 
saksi adalah sebagai berikut: 
a). Saksi itu hendaknya orang Muslim. Menurut sebagian ulama: 
beragama Islam itu bukanlah merupakan syarat bagi seorang saksi 
dalam muamalah. Karena tujuan persaksian di dalam muamalah 
ialah agar ada alat bukti, seandainya terjadi perselisihan atau 
perkara antara pihak-pihak yang terlibat di kemudian hari. Karena 
itu orang yang tidak beragama Islam dibolehkan menjadi saksi 
asal saja tujuan mengadakan persaksian itu dapat tercapai.  
Para ulama berbeda pendapat tentang apa sebabnya Allah 
membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi 
perempuan. Alasan yang sesuai dengan akal pikiran ialah bahwa 
laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan Allah 
mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing 
mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu perkara  
lebih besar dari kesanggupan pihak lain. Dalam bidang 
muamalah, laki-laki lebih banyak mempunyai kemampuan 
dibandingkan dengan perempuan. Pada umumnya muamalah itu 
lebih banyak laki-laki yang mengerjakannya.  
 Bidang muamalah adalah bidang yang lebih banyak 
menggunakan pikiran daripada perasaan. Seoarang saksi dalam 
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muamalah juga berfungsi sebagai juru pendamai antara pihak-
pihak yang berjanji bila terjadi perselisihan di kemudian hari.33 
  اوُدَِتج َْلمَو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُت ْـنُك ْنِإَو ْمُكُضْعَـب َنَِمأ ْنَِإف ۖ ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك
 ُتْكَي ْنَمَو  َۚةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت َلاَو ۗ ُهَّبَر َ َّ ا ِقَّتَـيْلَو ُهَتَـناََمأ َنُِتمْؤا يِذَّلا ِّدَؤُـيْلَـف اًضْعَـب اَهْم
 ٌميِلَع َنوُلَمْعَـت َاِبم ُ َّ اَو ۗ ُهُبْلَـق ٌِثمآ ُهَّنَِإف 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah secara tidak tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang mengutangi). Akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”34 
 
Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang 
dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan 
tidak ada juru tulis yan akan menuliskannya. 
Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam 
perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, 
maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang 
diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing  
saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka 
muamalah itu boleh dilakukan tanpapenyerahan barang jaminan.  
 Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh 
dilakukan dengan syarat-syarat dalam perjalanan., muamalah tidak 
dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya 
menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah 
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dengan memakai  jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh jugaa 
memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari 
bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya 
kepada orang Yahudi di Madinah. 
Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian 
muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, 
tetapi maksudnya agar kaum muslimin selalu memperhatikan dan 
meneliti muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah diduga 
akan menimbulkan hal-hal   yang tidak diinginkan di kemudian hari, 
maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.  
 Kesimpualan : 
 Ada beberapa macam bentuk muamalah yang diterangkan oleh ayat di 
atas : 
a). Muamalah/transaksi yang tidak tunai yang harus dilengkapi dengan 
alat-alat bukti, kecuali bila dilakukan atas dasar  saling mempercayai. 
b). Muamalah yang tunai, boleh tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti 
tersebut. 
c). Muamalah yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak tunai, serta tidak 
ada juru tulis yang dapat menuliskannya maka hendaklah ada barang 
jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. 
2). Alat-alat bukti yang diperlukan dalam muamalah ialah: 
a). Bukti tertulis yang diperlukan dalam muamalah ialah: 
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b). Persaksian yang dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki atau 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan.35 
b. Hadist Nabi 
Dalam sunnah Rasulullah SAW dapat dikemukakan dalam ketentua 
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah r.a berkata  
اًعْرِد ُهَنَهَرَو اًماََعط ٍّيِدوُهَـي ْنِم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّ ا ىَّلَص َِّ ا ُلوُسَر ىَرَـتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع  ْنِم
 ٍديِدَح 
“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang yahudi dan 
beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau”. 
 
c.Ijtihat  
Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga 
berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat 
mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada 
waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, 
berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat 
hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan 
dalam perjalanan seperti ditentukan QS.Al-Baqarah:283. 36 
d. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) menjadi satu rujukan yang berkenaan gadai syari’ah, 
diantaranya dikemukakan  sebagai berikut : 
a. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :  
25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.37 
Memutuskan: 
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Ibid, Al-Qur’an Dan Tafsirnya, Hlm: 436 
36Abdul, Ghofur Anshori.”Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, dan 
Implementasi)”, Cetakan pertama,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Hlm. 91 
37Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah,  (Jakart:Sinar Grafika,2008), cetakan pertama, 
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Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan 
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
Kedua:  Ketentuan umum  
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin 
(yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin 
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai 
Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya, 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 
Murtahin, sedangakn biaya dan pemeliharaan penyimpanan 
tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan Marhun.  
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan 
Rahin untuk segera melunasi utangnya. 
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b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 
sesuai syari’ah 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang 
belum dibayar serta biaya penjualan  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga: Ketentuan Penutup 
1). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak maka penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapainya 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 
2. Sifat Gadai.  
 Berdasarkan pendapat imam Syafi’i, tanggungan adalah 
amanah yang dipegang oleh pemegang gadai maka semua sisa 
utang penggadai harus dibayar jika tanggungan hilang di tangan 
pemegang gadai. Imam Syafi’i menegaskan bahwa tanggungan 
yang diberikan kepada pemegang gadai sebagai hak milik tetap 
pada penggadai yang kelak akan ditebus oleh penggadai. Sebagai 
pemilik, penggadai berhak menggunakan barang gadaian dan 
 40 
 
bertanggung jawab atas kerugiannya. Pemegang gadai sebagai 
pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas 
kehilangan tanggungan sehingga apa yang dapat diperoleh kembali 
dari penggadai adalah apa yang dipinjamkan kepadanya. 
 Pendapat imam Hanafi berdasarkaan hadis Nabi SAW, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Annas bahwa penggadaian 
adalah untuk mendapatkan kembali barang yang sudah digadaikan. 
Selanjutnya, hadis Nabi SAW mengatakan bahwa gadaian tidak 
boleh dihilangkan, ini tidak bermaksud bahwa tanggungan adalah 
amanah dalam tangan pemegang gadai, tetapi yang dimaksud 
dengan perkataan Nabi SAW adalah bahwa penggadaian haruslah 
ditebus kembali demi keadilan sebagaimana yang berlaku saat ini.38 
  Apabila batas waktu gadai berakhir dan utang harus 
dibayar, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan pada 
lembaga pengadilan agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar 
dengan hasil penjualan barang tanggungan tersebut.39 
3. Rukun dan Syarat Gadai. 
a. Rukun Gadai. 
Dalam fiqh empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba’ah) diungkapkan 
rukun gadai sebagai berikut: 
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1). Aqid (orang yang berakad ) 
Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) 
arah, yaitu a) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan 
(b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), 
atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari shighat, yaitu ucapan 
berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dan menerima 
gadai). Untuk melaksanakan akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak 
atau lebih harus memnuhi beberapa rukun dan syarat.  
 
2). Ma’qud ‘alaih (Barang yang Diakadkan).  
Ma’qud ‘alaihmeliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) Marhun (barang yang 
digadaikan), dan (b) Marhun Bihi (Dain), atau utang yang 
karenanya diadakan akad rahn.  Namun demikian, ulama fikih 
berbeda pendapat mengenai masuknya shighat sebagai rukun dari 
terjadinya rahn. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa shighat 
tidak termasuk sebagai rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan 
menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) 
danqabul (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima 
barang agunan tersebut. 40 
Menurut hukum Islam bahwa rukun  gadai itu ada 4 
(empat), yaitu: 
(1) Shighat atau perkataan. 
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(2) Adanya pemberi gadai (rāhin) dan penerima gadai (murtahin). 
(3) Adanya barang yang digadaikan (marhum). 
(4) Adanya utang (marhum bih).41 
Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut : 
(a). Shighat atau perkataan 
Shigat menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari ar-Rahin dan 
qabul dari al-Murtahin, seperti  akad  yang  lain.  Seperti  pihak ar-
Rahin berkata “saya menggadaikan  barang  ini  kepadamu  dengan  
utang  saya  kepadamu”,  atau “Barang ini sebagai borg atau gadai 
untuk utangku kepadamu” atau berbentuk ijab  yang  sejenis.  Lalu  
pihak al-Murtahin berkata  “ Saya  terima”,  atau  “Saya setuju”, 
dan lain sebagainya. 
(b). Adanya pemberi gadai (rāhin) dan penerima gadai (murtahin). 
Pemberi rahn haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, 
danmemiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima 
gadai adalahorang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rāhin 
untuk mendapatkanmodal dengan jaminan barang (gadai ). 
(c). Adanya barang yang digadaikan (marhun). 
Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan 
perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi 
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 43 
 
gadai (rahin), barang gadaian itukemudian berada dibawah 
pengawasan penerima gadai (murtahin).42 
 
b. Syarat Gadai 
1). Syarat rahin, syarat yang terkait dengan orang yang berakad, 
adalah cakap bertindak hukum (baliq dan berakal).  Ulama 
Hanfiyah hanya mensyaratkan cukup akal saja. Karenanya, anak 
kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan 
buruk) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat  mendapatkan 
persetujuan dari walinya.  
Syarat marhun (borg), antara lain : 
a). Dapat diperjual belikan 
b). Bermanfaat 
c). Jelas 
d). Milik rahn 
e). Bisa diserahkan  
f). Tidak bersatu dengan harta lain 
g). Dikuasai oleh rahn, dan 
h). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. 
2). Syarat marhun bih (utang), antara lain : 
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a). Marhun bih hendaknya berupa utang yang wajib diberikan 
kepada orang yang menggadaikan barang,  baik berupa uang 
ataupun berbentuk benda. 
b). Marhun bih dapat dibayarkan (diserahkan) kepada rahin (yang 
menggadaikan). 
Fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk 
memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan  
dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk 
kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang 
sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.  
Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad 
adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau 
beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikat diri dalam 
muamalah. 43 
 
4. Hak dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai 
a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 
1). Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak 
dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil 
penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk 
melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan 
kepada rahin.  
                                                          
43
Nurul Huda, dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 
Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010),Hlm.101-102.  
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2). Penerima gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang 
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda 
gadai (marhun). 
3). Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang 
gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh 
pemberi gadai (nasabah/rahn). 
Berdasarkan gak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban 
yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:  
(1). Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau 
merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh 
kelalaiannya. 
(2). Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai 
untuk kepentingan pribadinya. 
(3). Penerima gadai berkewajiban memberikan kepada pemberi 
gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.  
b. Hak dan kewajiban  Pemberi Gadai (Rahin) 
1).  Hak pemberi Gadai (Rahin). 
a). Penerima gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian 
harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman 
utangnya. 
b).Pemberi gadai  berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 
dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu 
disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. 
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c). Pemberi  gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta 
benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya 
lainnya. 
d). Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai 
bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda 
gadaiannya. 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul 
kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: 
(1). Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 
termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 
(2). Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta 
benda gadaiannya, bila dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang 
pinjamannya.44 
 
 
 
 
 
5. Pemanfaatan Barang Gadai 
a. Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan ) 
                                                          
44Ibid,Hukum Gadai Syari’ah, Hlm. 41 
 47 
 
1). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh 
memanfaatkan barang tanda seizinmurtahin, begitu pula 
murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin.  
Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.  
2). Ulama Malikiyah  berpendapat bahwa jika borg(barang 
gadai) sudah berada ditangan murtahin, rahin mempunyai hak 
memanfaatkan 
3). Ulama Syafi’iyah berpendapat  bahwarahin dibolehkan 
untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg 
berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, 
menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan 
barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta 
izin pada murtahin.   
b. Pemanfaatan murtahin atas borg(barang yang digadaikan) 
1). Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan borg (barang gadai) sebab dia hanya berhak 
menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.  
2). Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan 
borg(barang gadai) jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan 
ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat 
diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. 
Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ulama Syafi’iyah. 
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3). Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur 
ulama yang lain, mereka berpendapat, jika borg(barang gadai) 
berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti 
mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya 
meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun borg (barang 
yang digadai) selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali 
atas izin rahin. 45 
 
6. Berakhirnya Transaksi Gadai 
Akad dalam transaksirahn (gadai) akan  berakhir bila terpenuhi 
beberapa hal, yaitu: (a) barang telah diserahkan kembali kepada 
pemiliknya, (b) rahin membayar utangnya,(c) barang gadai dijual 
dengan perintah hakim atas permintaan murtahin, (d) pembebasan 
utang dengan cara apa pun, meskipun dengan pemindahan oleh 
murtahin,(e) pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada 
persetujuan dari pihak rahin, (f) rusaknya barang rahn bukan oleh 
tindakan/penggunaan murtahin, dan (g) memanfaatkan barang rahn 
sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak rahin 
maupun murtahin. 46 
 
 
 
                                                          
45Ibid, Gadai Syariah di Indonesia...,Hlm. 93-94 
46Ibid, Hukum Gadai Syari’ah,Hlm:39 
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C. Definisi Dan Kuhujahannya.  
1. Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan 
sandaran untuk mnetapkan sesuatu hukum, bahkan di dalam sistem 
hukum Islam kita kenal qa’idah kulliyyah fiqhiyah yang berbunyi :  
 ةمكمح ةعي رش ة د اعل ا 
“Adat (dapat dijadikan pertimbaangan) dalam penetapan hukum”. 
 
 ىع رش ليل دب تب اثل اك ف رعل   تب اثلا 
“Sesuatu yang ditetapkan ‘adat/’urf seperti yang ditetapkan 
dengan dalil syara’”.  
 
Secara terminologis, urf/adat/ta’ammul yaitu segala sesuatu yang biasa 
dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan atau perkataan. 
2. Alasan adat dapat dijadikan Dalil 
a. Hadist Nabi yang berbunyi : 
نسح ةّلل ا دنع وهف ابسح نوملسلم ا ه أ ر ام 
“apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam,maka hal itu 
baik pula di sisi Allah”. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang 
dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, 
karena apabila tidak  
Dalam kaitan ini, Allah berfirman : 
 ٍج َرَح ْنِم ِنِيّدل ا ِفى ْمُكْيَلَع َلَعَج اَم 
“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama 
“(Al-Hajj:78).47 
3. Syarat Penggunaan Adat Kebiasaan  
Adat digunakan dengan syarat: 
                                                          
47
Djazuli,Nurul Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Cetakan Pertama(Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2000), Hlm. 185-186 
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a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-qur’an maupun al-
sunnah 
b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempian 
dan kesulitan 
c. Tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti 
bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam 
tsaja. 
d. Tidak berlaku di dalam masalah Ibadah mahdlah. 
4. Macam-macam Adat 
a. Al- adat al-shakhinah (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat 
kebiasaan yang memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut di 
atas. 
Adat yang shahih ini dibagi kepada dua bagian, menurut 
pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah, yaitu: 
1). Adat yang umum, yaitu adat yang biasa di lakukan oleh 
manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang 
jadi, padahal pada waktu terjadinya akad barang-barang 
tersebut belum ada.  
2). Adat yang Khusus, yaitu adat kebiasaan pada negara 
tertentu atau masyarakat tertentu, seperti adat kebiasaan di 
dalam pertanian. 
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b. Al-adat al-bathilah, yaitu kebiasaan yang tidak memenuhi 
salah satu syarat atau keseluruhan syarat tersebut di atas. 48 
 
5 . Kaidah-Kaidah yang berhubungan dengan Urf. 
 ٌةَمَّكَُمح ُةَد اَعْل َا 
“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”49 
 َا ِ ُلَمَعْل ا ُب َِيج ٌّةَّجُح ِس اَّنل ا ُل اَمْعِتْسِا 
“Perbuatan Manusia Yang telah Tetap dikerjakannya wajib beramal 
dengannya” 
 ـُي َلان اَم ْز َلا ُا ُِّيرَغَـِتب ِم اَكْح َلا ُارُّـيَغَـت ُرَكْن  
“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan 
perubahan masa.”50 
 
 
 
 
D. Hukum Islam 
 
Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah 
pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan 
kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu 
pihak, seperti janji memberik hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan 
hak, bukankah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak 
merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. 
Dan dalam hukum islam akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat 
yang melakukan gadai akad tidak sah, akad tidah sah adalah  akadyang 
                                                          
48
Ibid, Hlm: 188  
49
Ibid,Kaidah Fiqh, Hlm. 154 
50Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh,Cetakan ke satu,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 
2015), Hlm. 84-85 
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tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’. 
Dalam hal ini masyarakat setempat tidak memenuhi salah satu syarat 
dalam gadai.  
Hukum Islam Khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan 
perilaku individu pada masyarakat pada jalur bagaimana cara 
pemenuhuan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana 
menggunakan sumber daya yang ada. Prinsip hukum Islam tentang 
masalah ekonomi secara garis besar adalah: 
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan 
Allah yang harus dimanfaatkan seefesien mungkin dan seoptimal 
mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, 
untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan ini akan di pertanggung 
jawabkan di akhirat. 
2. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam 
batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor 
produksi. 
3. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para 
pihak dalam kontrak. 
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital 
produktif yang akan meningkatkanbesaran produk nasional dan 
kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh 
terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja. 
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5. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan 
penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 
6. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan 
yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan 
penindasan. 
7.    Kewajiban membayar zakat. 
8. Islam melarang riba.  
Dengan demikian dalam Hukum Islam terdapat penolakan terhadap “Riba” 
yang oleh sebagian pakar perbankan Islam diidentikan dengan bunga”.51 
                                                          
51
Abd Somad,  Hukum Isam, Penormaan Prinsip Syari’ah  Dalam Hukum Indonesia, 
(Jakarta: Kencana prenata media grup, 2010), Hlm. 75 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN  
A. Sejarah Desa Sumberejo  
Desa Sumberejo awalnya cikal bakalnya Mbah Ganeo, sebelum 
terbentuk desa SumberejoMbah Ganeo tinggal di tegal Pomahan yang 
dinamakan Kemenjing. Nama Kemenjing sendiri diakui masyarakat 
Sumberejo bahwa yang memberi nama julukan tersebut tidak lain  yaitu”Mbah 
Ganeo” dan beliaulah satu-satunya pendiri desa Sumberejo. Kenapa 
diberinama Kemejing? Karena ditempat tegal Pomahan ada pohon Kemenjing 
yang besar maka dari itu tempat tersebut dinamakan desa Kemenjing. Letak 
geografis desa Kemenjing tanahnya sangat curing dan terjal berupa hutan dan 
berbatasan langsung dengan hutan, tepatnya sebelah timur desa Sumberejo 
yang sekarang. 
 Melihat kondisi yang demikian Mbah Ganeo merasa kurang 
nyaman dalam kehidupannya. Disamping sering diganggu binatang 
bahkan sering dihantui gangguan makhluk halus. Terlebihkarena 
Kemenjing termasuk dataran yang agak tinggi dari permukaan air laut,dan 
kalau masalah air bersih sering dia kesulitan.  
 Dari kondisi itulah maka Mbah Ganeo beserta keluarganya  
memutuskan untuk berpindah dari desa Kemenjing ke tempat yang baru 
akhirnya dijadikan pemukiman +700 km ke arah barat dari desa 
Kemenjing dan beliau berpindah dipemukiman yang baru itu kondisi 
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geografisnya agak datar dan terbilang cukup luas hamparan rumput yang 
bisa secara langsung untuk pendirian sebuah rumah. 
Disini kehidupan Mbah Ganeo terbilang sedikit maju dan cara-cara 
bercoock tanam sampai cara pergaulan dengan desa tetangga. Di 
pemukiman baru inilah nama Sumberejo timbul, awalnya Mbah Ganeo 
berniat menggali sumur, namun Mbah Ganeo tercengang kaget, begitu 
baru berkisar satu meter saja Mbah Ganeo melakukan penggalian air sudah 
begitu derasnya dan airnya juga sangat jernih, karena kondisi kultur tanah 
yang baik, serta banyaknya pepohonan yang masih rindang yang mampu 
menahan debit air beserta penyaringan air secara tidak langsung. Dari 
kejadian itulah Mbah Ganeo berpendapat atau memberikan julukan 
pemukiman yang baru itu dengan sebutan Sumberejo atau desa Sumberejo 
yang sampai sekarang kita kenal.  
Julukan tersebut bisa diartikan Sumber artinya Jalur berbagai 
perekonomian termasuk sumber mata air  dan rejo sendiri berarti ramai 
atau banyAk. Maka tidaklah heran sampai saat ini khususnya air bersih di 
desa Sumberejo tidak jadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari oleh 
masyarakat desa Sumberjo. Bahkan jalur dari keturunan cikal bakal Mbah 
Ganeo dulu jg ada yang  menjadi kepala desa, dan juga ada yang menjadi 
perangkat desa bahkan sampai sekarang. 
Bahkan ada banyak orang dari luar daerah datang di Desa 
Sumberejo untuk mencari nafkah di antaranya dari Wonogiri, Sragen dan 
Boyolali, karena jaman dulu di desa Sumberejo banyak berbagai macam 
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tanaman seperti kunir, rempuyang, laos, temulak dan lain-lain yang bisa 
didapatkan di hutan, dan hasil pencarian tanaman tersebut dijual sehingga 
dari hasil penjualan tersebut mereka bisa mencukupi nafkah keluarga 
mereka, karena banyak berbagai macam tanaman yang dapat dijual dari 
hutan, perekonomian mereka tidak jadi masalah karean selalu tercukupi 
dari hasil penjualan berbagai macam tanaman dan bahan-bahan yang di 
dapat dari hutan.  
Penduduk yang masih sedikit dan pendidikan yang sangat rendah, 
membuat perekonmian dulu berkembang pesat dan tidak terjadi masalah 
tentang perekonoiman, berbeda dengan yang sekarang pnduudk yang 
semakin bertambah pendidikan yang selalu diprioritaskan, membuat 
perekonomian mereka berpengaruh dalam kehidupan mereka, karena 
alasan utama agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 
dilihat dari perekonomian tiap masyarakat. Walau sekarang sudah banyak 
ladang dan kebun yang bisa digarap dan hasil panennya bisa di simpan 
buat bibit berikutnya di masa tanam berikutnya dan untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari, namun semua itu tidak bisa membantu 
perekonomian mereka, sehingga mereka terpaksa mencari cara lain yang 
lebih cepat dan praktis, salah satunya dengan menggadaikan lahan tanah 
sawah mereka untuk bisa mendapatkan uang secara cepat. 
Orang-orang yang dari luar daerah dan sampai sekarang masih 
menetap di desa Sumberejo di antaranya yang dari Wonogiri yaitu Mbah 
Ikuk atau nama kecilnya Mbah Sayem, namun masyarakat setempat 
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memnaggilnya Mbah Ikuk bahkan anak cucunya masih sampai sekarang, 
dan keturunan Mbah Sowirejo anaknya yang bernama Puji Rahayu. 
Sedangkan dari Sragen yaitu Mbah Marto Saimen  sampai sekarang anak 
cucunya dan saudaranya masih berada di desa Sumberejo,dan saat ini pun 
salah satu anaknya ada yang menjadai kepala desa di desa Sumberejo. 
Sedangkan yang dari Boyolali keturunan Mbah Laginem dengan panggilan 
Mbah Harjo bahkan sampai sekarang anak cucunya juga masih berada di 
Desa Sumberejo dan sekarang ini anak cucunya ada yang menjadi 
perangkat desa. 52 
B. Demografi Penduduk 
1. Penduduk  
Menurut Profil kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Blora 
periode 01 (satu) Januari 2016-31 (tiga puluh satu) Desember 2016. 
Dalam statistik penduuduk berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah 
penduduk desa Sumberejo adalah: Laki-Laki: 583 dan Perempuan: 
598.53 
Penduduk desa Sumberejo mayoritas adalah perempuan, karena 
yang laki-laki pada merantau lama di luar kota bahkan ada yang di luar 
negeri, ada juga yang setelah bertahun-tahun merantau di luar kota 
akhirnya berdomisili di tempat mereka kerja.  
                                                          
52Mulyono, .., Wawancara via telpon, 1 Juni 2018, Jam  17.20 WIB.   
53Profil Kependuudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Blora, 2016, Blora: Pemerintah 
Kabupaten Blora, Hlm. 341. 
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Grafik jumlah penduduk dengan statistik penduduk  berdasarkan  jenis 
kelamin. 
 
2. Pendidikan 
Berdasarkan statistik penduduk berdasarkan pendidikan akhir di Desa 
Sumberejo yaitu:  
a.  Tidak atau belum sekolah: Laki-laki berjumlah 118 dan yang 
perempuan 127 jadi jumlah total ada 245. 
b. Tidak tamat sekolah: Laki-aki berjumlah 25 dan yang perempuan 
berjumlah 14 jadi total ada 39. 
c. Tamat SD atau Sederajat: Laki-laki berjumlah 248 dan yang 
perempuan 310 jadi total ada 558. 
d. SLTP/Sederajat: Laki-laki berjumlah 118, dan yang perempuan 
berjumlah 111, jadi total 229. 
e. SLTA/Sederajat: Laki-Laki berjumlah 63 dan yang perempuan 
berjumlah 28, jadi  total 91. 
f. Akademik /DIII/S.Muda: Laki-laki berjumlah 3 dan perempuan 
berjumlah 0. 
575
580
585
590
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g. Diploma IV/Strata I: Laki-Laki berjumlah 9 dan perempuan 
berjumlah 8 dan total berjumlah 17. 
Berdasarkan rincian diatas dapat diketahui bahwa jumlah 
penduduk berdasarkan pendidikan akhir adalah 1,182 jiwa.54 
Grafik  Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir. 
Pendidikan Laki-
laki 
Perempuan Jumlah 
Tidak/Belum Sekolah 118 127 245. jiwa 
Tidak Tamat SD 25 14 39 Jiwa 
Tamat SD/Sederajat 248 310 558 Jiwa 
SLTP/Sederajat 118 111 229 Jiwa 
SLTA/Sederajat 63 28 91 Jiwa 
Akademik/DIII/S.Muda 3 0 3 Jiwa 
Diploma IV/Strata I 9 8 17 Iwa 
 
3. Perekonomian  
Matapencaharian masyarakat desa Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora dapat diihat sebagai berikut: 
                                                          
54Ibid, Hlm. 355 
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No Profesi Jumlah 
1 PNS 12 
2 Pedagang 10 
3 Perangkat Desa 6 
4 Petani 1,153 
 
Dari data diatas bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai PNS: 
12 orang, Pedagang: 10 Orang, Perangkat Desa: 6 orang , dan petani: 
1,153 orang, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah petani. Maka 
kondisi penghasilan ekonomi yang miskin di masyarakat desa Sumberejo 
¾ atau 885,75 jiwa  dan yang kondisi penghasilan sejahtera ¼ atau 295,25 
jiwa. 55 
4. Kepadatan Penduduk  
Berdasarankan Kepadatanan Penduduk per-tanggal 31 Desember 2016, 
wilayah Desa Sumberejo memiliki luas desa atau kelurahan 11,63 per 
km² dan jumlah penduduknya yaitu 11,182 sedangkan kepadatan orang 
per km² (kilo meter per segi) yaitu 102.56 
5. Agama 
Masyarakat desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora 
penduduknya beragama Islam. Begitu dengan kegiatan  
                                                          
55
Mulyono,... Wawancara Via Telepon, 13 Agustus 2018, jam 06.32-07.00 WIB 
56Ibid, Hlm. 345 
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keagamaanyaitu  kegiatan  berbasis  Islam  sangatlah banyak.57Adapun 
catatan statistik pemeluk agamanya sebagai berikut:  
No Agama Laki-
Laki 
Perempuan Jumlah 
1 Islam 583 598 1,181 
2 Khatolik - - - 
3 Kristen - - - 
4 Hindu - - - 
5 Budha - - - 
6 Khonghucu - - - 
Jumlah  583 598 1,181 
 
C. Praktek Akad dan Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Jawa Tengah 
1. Asal Usul gadai menurut Pandangan Masyarakat.  
Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan 
Japah Kabupaten Blora adalah  hutang dengan barang jaminan antara 
penggadai dengan penerima  gadai,  penggadai  mendapatkan  uang  dan 
penerima gadai mendapatkan barang jaminan.Uang jaminan tersebut 
digunakan untuk kebutuhan biaya sekolah dan untuk membayar hutang 
yang lain dan juga kebetulan tanah yang dimiliki nganggur selama 3 (tiga) 
tahun, dikarenakan tidak ada biaya untuk mengelola tanahnya tersebut, 
                                                          
 57Dikan,Kepala Desa Sumberejo,wawancara pribadi, 6 Mei 2018,Jam 08.00 WIB 
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pemberi gadai mengambil keputusan untuk menggadaikan tanahnya 
tersebut kepada saudara atau tetangga yang bersedia untuk 
menggadainya.58Faktor yang mendorong masyarakat untuk menggadaikan 
tanah sawahnya karena untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Gadai 
tanah sawah ini sudah berlangsung sejak lama, namun tidak diketahui 
pastinya sejak kapan, karena tidak tercatat secara tertulis.  
Sebelum adanya transaksi gadai tanah sawah masyarakat desa 
Sumberejo mengambil tindakan untuk meminjam uang ke bank-bank atau 
bahkan ke rentenir, karena prosesnya lama dan bunganya sangat besar 
membuat warga desa setempat kesulitan dan menguras pendapatan 
mereka, tidak menyelasikan permasalahannya tapi malah menambah 
masalah, maka warga desa setempat mengambil keputusan untuk 
menggadaikan tanah sawahnya, selain prosesnya ceapat tapi juga bisa 
langsung mendapatkan uang cash secara langsung dan tidak repot-repot 
untuk mengurus persyaratan yang harus dipenuhi seperti persyaratan di 
bank jika mau meminjam uang.  
2. Pelaksanaan dan Alasan  Gadai  oleh  Penerima  Gadai  di  Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaaten Blora.  
Dalam  pandangan  syara’  suatu  akad   merupakan  ikatan  secara  
hukum  yang dilakukan  oleh  dua  atau  beberapa  pihak  yang  sama -
sama  berkeinginan  untuk mengikatkan  diri.  Oleh  sebab  itu,  untuk  
menyatakan  kehendak  masing-masing  harus diungkapkan dalam suatu 
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Sulimah,  petani  yang  menggadaikan  tanahnya, wawancara pribadi, 3 Mei 2018,  jam 
18.18-19.00 WIB. 
 63 
 
pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad disebut ijab dan  qabul. 
Ijab  adalah  pernyataan  pertama  yang  dikemukakan  oleh  salah  satu  
pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan 
diri. Sedangkan qabuladalah  pernyataan  pihak  lain  setelah  ijab  yang  
menunjukkan  persetujuannya  untuk mengikatkan  diri.  
Proses  ijab  kabul  yang  dilakukan  di rumah Murtahin atau di 
rumah Rahin desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Sighat  
ijab  kabul  yang  diucapkan oleh Rahin kepada Murtahindilakukan 
dengan menggunakan kata-kata sederhanaseperti  contoh  percakapan  
yang  tergambar  antara  salah satu Rahin. 
“…ya ngomong langsung mbak…nek arep gadekke sawahe pirang juta 
kanggo pirang tahun. Tergantunng kesuburan sawahe mbak, nek sawahe 
subur iso diregani luweh gedhe, nangeng nek sawahe tanahe ora subur 
regane ora iso gedhe.59 
Kalimat daripenggadai atanah sawah tersebut menerangkan  bahwa 
apabila ingin menggadaikan tanah sawahnya penggadaimenawarkan 
nominal uang yang dibutuhkan, jika penerim gadai cocok dengan tanah 
sawah yang digadaikan dan tanahnya subur, maka penerima gadai berani 
mengambil dan mengasih uang yang dibutuhkan oleh pemilik tanah 
sawah, sighat  ijab  tersebut  dilakukan secara lisan tanpa ada dua saksi dan 
tanpa ada perjanjian tertulis. sedangkan  sighat  kabulyang  dilakukan  oleh  
pemilik tanah sawahtergambar dalam  kalimat: 
”nak ketoke cocok rego sing ditawarke yo diwehke nanging nek ora cocok 
karo sing ditawarke yo golek wong liyo sing gelem gadai” 
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Murtini, Petani yang  menggadaikan tanah sawahnya, wawancara pribadi,3 Mei 2018, 
Jam 19.05-19-30 WIB. 
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Kalimat dari pemilik tanah sawahtersebut  menerangkanbahwa 
apabila harga yang ditawarkan murtahin cocok, maka rahin akan 
menyerahkan dan menggadaikan tanah sawahnya, namun jika harga yang 
ditawarkan penerima gadai tidak cocok, maka pemilik tanah sawah akan 
mencari orang lain yang bersedia menggadai tanah sawahnya dengan 
harga yang ditawarkan.  
Hal demikian berfungsi sebagai penegas bahwa rahin 
memposisikan diri sebagai mujib (pelaku ijab) atau pihak yang 
mempunyai tujuan untuk mengikatkan diridengan menawar harga  tanah 
sawahnya. Sedangkan dalam hal ini  penerima gadai berposisi  sebagai  
qabil  (penerima  kabul)  atau  pihak  yang  bersedia menerima suatu 
pengikatan dengan cara menerima tawaran harga. Apabila  telah  terjadi  
kesepakatan  komunikasi antara  rahin dengan murtahin  yakni tercapainya 
ijab dan kabul makarahin dan murtahin  memulai akad. 
Setelah  keduanya  mencapai  sebuah  kesepakatan  dalam  ijab  
dan  qabul  maka proses  ijab  qabul  yang  kedua  dilanjutkan  dengan  
pembayaran.  Pembayaran  yang dilakukan  oleh  pemilik tanah sawah 
kepada penerima agadai bisa  dilakukan  secara  langsung. Sesuai dengan 
pernyataan dari rahin maupun murtahin. 
“…kangge pembayaranne niku di bayar langsung ditempat mbak. Biasane 
niku pembayaranipun teng griyo sing ajeng gadai tanahe. 
Tercapainya  sighat  ijab dan  kabul tersebut dengan  dilakukannya  
sebuah  transaksi  disertai  pembayaran   dan diikutsertakan  dengan  
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sebuah  bahasa  sederhana  yang  menyatakan  bahwa  telah tercapainya 
kesepakatan gadai tanah  antarapemilik sawahdan penerima gadai.  
Alasan utama yang melatarbelakangi transaksi gadai tanah sawah 
di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora ialah karena  
penggadai(rahin) mengalami kesulitan dalam menyelesaikan  masalahnya. 
Masyarakat  desa Sumberejo  lebih  memilih  transaksi  gadai  tanah 
sawahnya dari  pada  meminjam  di lembaga  keuangan  karena  prosedur  
yang  ada  pada  lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang  lama  
dan  juga  harus mengangsur  bunga  tiap  bulannya, sedangkan  kebutuhan  
yang  harus  dipenuhi  harus  cepat  dan  sifatnya  mendesak. Sehingga  
langkah  paling bijak yang dapatdiambildalamrangka menyelesaikan 
permasalahannyaadalah  melaksanakan  transaksi gadai dengan sesama 
tetangga atau sanak saudara. 
3. Kriteria lahan yang di Gadai  
Kreteria lahan yang digadaikan ada beberapa macam yaitu: 
a. Lahan yang subur  
Tanah yang subur yaitu tanah yang cocok untuk menamam 
padi dan sayur mayur, sehingga penerima gadai akan menawar 
lahan tersebut dengan harga yang tinggi untuk menggadainya 
sehingga penerima gadai memberikan uang pinjaman sesuai 
dengan kondisi atau kriteria lahan penggadai (rahin) jika lahan 
yang digadai kriteria lahannya bagus dan subur maka hasil 
panen yang akan di peroleh akan bagus dan memuaskan.  
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b. Lahan yang Kering dan Tandus  
Lahan ini cocok untuk menanam Palawija, kriteria lahan ini 
jika digadaikan, maka akan di tawar lebih rendah dari  tanah 
yang subur,karena hasil panen nya juga tidak akan maksimal.60 
4. Pihak – Pihak yang bisa melakukan Gadai 
a. Pihak Yang Menggadaikan ( Rahin)  
Rahin adalah pihak yang menggadaikan tanah sawahnya 
kepada pihak yang bersedia menggadai taanh tersebut. 
b. Pihak Yang Menerima gadai (Murtahin)  
Murtahin adalah pihak yang bersedia menerima gadai dari 
pihak rahin, untuk membantu kesulitan pihak rahin. 
Beberapa pelaku gadai tanah sawah  baik  pemberi   maupun  
penerima  gadai  diperoleh  banyak  informasi  tentang   gadai  tanah  
sawah. Seperti proses akad gadai, pemanfaatan tanah sawah gadai, dan  
batasan waktu dalam menggadai tanah sawah tersebut. 
Menurut para responden bahwa mereka melakukan akad gadai  
dihadiri kedua belah pihak dan dilaksanakan disalah satu rumah antara 
rahin atau murtahin, dan hanya saling percaya satu sama lain dan saat 
terjadi transaksi  tidak adanya saksi. Dalam transaksi gadainya uang di 
serahkan pada  saat akad di laksanakan dengan jangka waktu yang telah 
disepakati kedua belah pihak, dari pihak rahin dan murtahin telah 
menentukan jangka waktu selama menggadai tanah sawah tersebut, 
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Mulyono, ...,1 Juni 2018, Jam  17.20 WIB. 
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misalnya tanah sawah ibu Sulimah yang di gadaikan kepada bapak Sopyan 
senilai  dua juta (RPp.2,000,000) dalam  jangka waktu yang di tentukan 
adalah selama 2 (dua) tahun, dalam pemanfaatan tanah sepenuhnya di 
manfaatkan oleh bapak Sopyan (Murtahin), dan tidak ada bagi hasil saat 
panen, jika ibu Sulimah (Rahin) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak 
bisa melunasi utangnya atau udah jatuh tempo, maka jangka waktu di 
perpanjang, dan alasan rahin menggadaikan tanah sawahnya untuk 
membayar hutang.61 
Ibu Murtini yang menggadaikan tanah sawahnya kepada bapak 
Suyoto,akad yang diucapkan seperti percakapan yang tergambar antara 
peneliti denagan ibu Murtini. 
“..tulung iki sawahku tak gadaike wulung juta jangka waktune patang 
tahun...”(ucapan akad dari rahin kepada murtahin). 
 
 
Akad yang dilakukannya hanya saling percaya satu sama lain, dan saat 
terjadi transaksi  hanya ada satu saksi yaitu ibu Sainem yaitu ibu dari ibu 
Murtini, namun dalam Islam saksi yang dihadirkan saat terjadi transaksi 
saksinya harus dua laki-laki dan satu perempuan baru bisa dikatakan 
adanya saksi, namun jika hanya saksinya satu perempuan tidak bisa 
dikatakan saksi dalam islam karena itu tidak sah jadi saksi.  
Dalam pemanfaatan tanah sawah juga di kuasa sepenuhnya oleh 
murtahin (Bapak Suyoto) dan tidak ada pembagian hasil panen antara 
rahin dan murtahin, kesepakatan untuk menggadai tanah tersebut adalah 
                                                          
61Sulimah, Petani..., 3 Mei 2018, jam 18.18-19.00 WIB.  
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dengan meminjam uang senilai 8 (delapan) juta selama 4 (empat) tahun,  
dan alasan rahin menggadaikan tanah sawahnya adalah untuk biaya 
sekolah anaknya, dalam perjanjian gadai ini juga tidak ada perjanjian 
tertulis tapi menggunakan perjanjian secara ucapan atau lisan . 62 
Berbeda dengan Rahin yang bernama ibu Subekti, tanah sawahnya 
digadaikan kepada bapak Mila,akad dan pemanfaatakan sama dengan yang 
dilakukan rahin lainnya, rahin lainnya memberikan alesan mengapa 
menggadaikan tanah sawahnya yaitu ada yang untuk membayar hutang 
ada juga yang untuk biaya sekolah anaknya, namun ibu Subekti ini 
menggadaikan tanahnya untuk biaya beliau umrah bersama suaminya. Dan 
batasan waktu yang telah kedua pihak sepakati adalah selama 5 (lima) 
tahun dengan biaya pinjaman senilai Rp.15,000,000 (lima belas juta 
rupiah).63 
Gadai tanah sawah yang dilakukan ibu Nyaten akad dan 
transaksinya sama dengan rahin yang lainnya akad dilakukan di satu 
tempat  yaitu di rumah Ibu Shofi yang sebagai murtahin, dan tidak ada nya 
saksi dalam transaksi tersebut hanya saling percaya satu sama lain dan 
tidak ada pula perjanjian tertulis. 
Pernyataan alasan Ibu Nyaten menggadaikan sawahnya. 
”Aku gadaike tanah sawah kui kanggo bayar utang, kanggo 
nyukupi kebutuahn, karo kanggo biaya sekolah anakku..” 
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Murtini, petani ..,3 Mei 2018, Jam 19.05-19-30 WIB. 
63Subekti, petani yang menggadaikan tanah sawahnya, wawancara pribadi, 5 Mei 2018, 
Jam 18.38-19.00 WIB. 
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 Kalimat dari Ibu Nyaten tersebut menerangkan bahwa beliau 
menggadaikan tanah sawahnya untuk membayar hutang, untuk kebutuhan 
keluarga dan untuk biaya sekolah anaknya. Anaknya yang pertama duduk 
di bangku SMK dan  yang anak kedua duduk di bangku SD selain untuk 
biaya sekolah dan  membayar hutang uang nya juga untuk kebutuhan 
sehari-hari. Untuk pemanfaatan tanah sawah gadainya Ibu Nyaten 
menuturkan.  
”Kanggo Pemanfaatan tanah sawahe kui sepenuhe dikanggoke karo sing 
gadai, mergo kui ora entok hasil panenne...” 
 
Kalimat yang dimaksut ibu Nyatentersebut bahwa dalam 
pemanfaatkan tanah sawahnya dikuasai penuh oleh murtahin dan oleh 
karena itulah juga tidak ada pembagian  hasil panen,namun jika saat panen 
murtahin biasanya mengasih rahin 1(satu)  karung gabah (padi) untuk 
sekedar jasa sudah membantu saat panen. 64 
Begitu dengan Ibu Shofi yang sebagai murtahin (yang menerima 
gadai), akad dan transaksi dilakukan di rumah beliau namun tidak adanya 
saksi yang sesuai syariat Islam yaitu persaksian dalam muamalah 
sekurang-kurangnya dilakukan dua orang laki-laki, atau jika tidak ada dua 
orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang 
perempuan dan yang cakap dengan hukum, Pernyataan Ibu  Shofi sebagai 
murtahin. 
                                                          
64
Nyaten, petani yang menggadaikan sawahnya, wawancara pribadi , 4 Mei 2018, Jam 
17.40-17.55 WIB 
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”Aku gadai tanah sawahe mbak nyaten kanggo nambah 
pendapatan keluarga lan bantu mbk  nyaten ben iso ngelunasi utange, iso 
nyukupi kebutuhane, karo ben iso kanggo biaya sekolah anak-anake..” 
 
Kalimat dari Ibu Shofi menerangkan bahwa Ibu Shofi menggadai 
tanah sawah dari ibu Nyaten dengan alasan selain untuk menambah 
pendapatan. Namun juga untuk membanturahin untuk keluar dari  
masalahnya yaituagar bisa memenuhi kebutuhan. Membayar hutang 
danbisa membiayai anaknya sekolah.  
Murtahin disini memang tidak memberikanbagi hasil untuk rahin, 
namun murtahin membagikan 1(satu) karung gabah (padi) untuk rahin, 
agar bisa untuk  kebutuahnya sehari-hari karenanya tanah sawahnya sudah 
digadaikan ke dia sehingga sudah tidak ada hasil panen yang diperoleh. 65 
Bentuk  gadai  sawah  pada  umumnya  seperti  yang  dipaparkan  
oleh informan  lainnya,  yaitu  pihak  pemberi  gadai  meminjam  uang 
kepada  penerima  gadai  dengan  jaminan  tanah  sawah,  selama  jangka 
waktu  yang  ditentukan,  selama  itu  pula  tanah  sawah  tersebut  dikelola 
oleh  pihak  penerima  gadai  dan  hasil  sepenuhnya  milik  penerima.  
Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  sudah  disepakati  bersama 
pihak  pemberi  gadai  belum  bisa  melunasi  hutangnya  maka  sawah  
akanterus  dikelola  penerima  gadai  sampai  pemberi  gadai  bisa  
melunasi utangnya.Apabila  sebelum  jatuh  tempo  pihak  pemberi  gadai  
                                                          
65Shofi, Petani yang menerima gadai tanah sawah, wawancara pribadi, 5 Mei 2018, Jam 
09.22-09.35 WIB. 
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telah melunasi  hutangnya  kepada  penerima  gadai, maka uang akan 
kembali pada murtahin dan tanah juga akan kembali pada rahin.  
Namun jika dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak 
rahin belum bisa melunasinya maka uang tidak kembali pada murtahin 
tapi tanah akan kembali ke rahin, misal perjanjian jangka waktu gadai 6 
(enam) tahun rahin belum bisa mengemblikan atau melunai utangnya 
kepada murtahin, uang yang dipinjam oleh rahin tidak kembali pada 
murtahin tetapi tanah rahin akan dikembalikan. Saat sudah  jatuh  tempo  
pelunasan  hutang  dan  pemberi  gadai belum  sanggup  melunasinya  
maka  gadai  bisa  diperpanjang  sesuai kesepakatan  keduanya. 
Hal  ini  terjadi  karena  sudah  menjadi  adat  kebiasaan  warga 
masyarakat  Sumberejo  terutama  para  pelaku  gadai,  faktor  penyebab 
terjadainya  tranksaksi  ini  adalah  mendesak  kebutuhan.  Sebagian  besar 
pelaku  gadai  tanah  sawah  ini  mengetahui  bahwa  dalam  hukum  Islam, 
transaksi semacam ini tidak diperbolehkan namun mereka tetap 
melakukannya  dengan  alasan  mendesaknya  kebutuhan.66 
Berikut pihak yang melakukan gadai dan yang menerima gadai di 
Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora: 
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No Rahin Murtahin Alesan  Jumlah Hutang Jangka 
waktu  
1 Sulima
h 
Sopyan Untuk bayar 
hutang bank 
Rp.2,000,000 2 tahun 
2 Murtini  Suyoto  Untuk Biaya 
sekolah  
Rp.8,000,000 4 tahun 
3 Subekti  Mila  Untuk umrah  Rp. 15,000,000 5 tahun 
4 Nyaten  Sofi  Untuk Biaya 
Sekolah  
Rp. 16,000,000 2 tahun 
 
Nominal  pemberian  hutang  oleh  penerima  gadai  kepada 
pemberi  gadai  disesuaikan  dengan  luas  serta  keadaan tanah,  
apabilatanah itu produktif dan mudah untuk dikelola akan semakin besar 
pula pinjman yang akan diberikan. 
5. Prosedur Dalam Gadai 
Prosedur  dalam  melaksanakan  transaksi  gadai  antara penggadai 
(rahin) dengan penerima gadai (murtahin) lain pada prinsipnya 
sama.Mereka  penggadai  (rahin)  mendatangi  penerima  gadai (murtahin) 
menawaarkan kepada pihak yang bersedia menggadai, jika penerima gadai 
tertarik dan setuju pada penawaran yang di tawarkan penggadai, penerima 
gadai bisa langsung melihat lahannya yang akan di gadai, jika semua 
sudah di setujui oleh penerima gadai maka terjadilah tawar menawar harga 
dan perjanjian jangka waktu, setelah  ada persetujuan dari penerima gadai 
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(murtahin) dan disepakati antara kedua belah pihak, pada saat itu juga 
lahan bisa di garap (dikelola) oleh penerima gadai. 67 
6. Manfaat Gadai dari Pihak Rahin maupun Murtahin. 
Bagi pihak rahin manfaat yang di  dapat dari menggadaikan tanah 
sawahnya adalah bisa mendapatkan uang pinjaman secara cepat dan 
bisa segara untuk kebutuhan lain yang memang harus di selesaikan 
secepatnya walaupun rahin harus rela kalau lahan mereka di 
manfaatkan sepenuhnya oleh murtahin. Sedangkan manfaat bagi pihak 
murtahinbisa menambah pendapat mereka dan yang awalnya tidak 
punya garapan lahan sawah maka menjadi punya garapan lahan sawah. 
7. Problematika atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah 
Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. 
a. Pemanfaataan tanah Sawah Oleh Penerima Gadai  
Problematika ini muncul karena hasil pengolahan sawah 
sebagai barang jaminan gadai dimanfaatkanoleh  penerimagadai  
(murtahin).  penggadai  (rahin)  tidak  diberi  sedikitpun dari  hasil  
keuntungan pengolahan sawahnya oleh penerima gadai  (murtahin) 
Hal ini terjadi karena menurut penerimagadai (murtahin)  bahwa 
penggadai (rahin) tidak memiliki hak atas  sawah  yang  dijadikan  
jaminan.  Sehingga  pemanfaatan atas sawah serta hasil pengolahan 
sepenuhnya milik penerima gadai (murtahin). 
b. Jangka waktu Gadai 
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Masa jangka waktu yang  dilakukan  oleh  rahin dan 
murtahin dalam melaksanakan transaksinya harus jelas  agar  ijarah 
terhindar  dari  suatu persengketaan atau perbantahan, karena tidak 
adanya bukti tertulis.  
Walau dalam transaksi gadai terdapat jangka waktu yang 
telah di sepakati, namun tidak semua pihak rahin bisa melunasi 
hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikarenakan 
uang yang untuk melunasi belum tersedia sehingga membuat pihak 
rahin harus memperpanjang jangka waktu gadai tanahnya kepada 
murahin sampai rahin bisa melunasi hutangnya pada murtain.  
Seperti gadai yang dilakukan oleh ibu Nyaten (rahin) 
dengan Ibu Shofi (Murtahin) yang sudah berlangsung selama 6 
(enam) tahun yang digadaikan dengan sejumlah uang Rp 
16,000,000 (enam belas Juta ribu rupiah). Problematikanya jika 
dihitung dari gadai tersebut pertahunnya Rp 10,000,000 (Sepuluh 
juta ribu rupiah) namun selama 6 (enam) tahun pertahunnya teah 
menghasilkan hasil panen 2 (dua) kali panen ,maka 2 (dua) kali 
panen itu di kalikan 6 (enam) tahun, jadi 2 kali hasil panen x 6 
tahun sama dengan 12 (dua belas) kali panen dan itu sudah 
menghasilkan keuntungan besar bagi murtahin, misal pertahunnya 
menghasilkan panen sebesar Rp.4,000,000 dua kali panen jika 
dalam 6 tahun maka Rp.4,000,000 X 6 = Rp.24,000,000 dan itu 
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sudah melebihi uang yang di pinjam oleh rahin, hal tersebut bisa di 
katakan riba, karena rahin merasa telah dirugikan.  
Nominal  pemberian  hutang  oleh  penerima  gadai  kepada 
pemberi  gadai  disesuaikan  dengan  luas  serta  keadaan tanah,  
apabila tanah itu produktif dan mudah untuk dikelola akan semakin 
besar pula pinjman yang akan diberikan. 
Pendapat bapak Mulyono (tokoh agama desa sekaligus 
perangkat desa) menuturkan  bahwa  penerima  gadai  menguasai  
barang  gadai bukan  tanpa  sebab,  hal  ini  dilakukan  untuk  
mendaptakna keuntungan dari lahan yang digadainya. Hal tersebut 
telah dibuktikan  dengan  hasil  pengolahan  sawah sepenuhnya  
dimiliki  oleh  penerima  gadai  (murtahin)  sedangkan penggadai  
(rahin)  tidak  mendapatkan  hasil  pengolahan  sawah 
sedikitpun.Hutangnya  masih  utuh  tidak  dipotong  dari  
hasilkeuntungan tersebut, hal tersebut beliau menyebutnya sebagai 
riba.68 
Penerima gadai tidak menggunakan rumusan baku untuk 
menetukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, 
akan tetapi besaran pinjaman tidak boleh melebihi dari taksiran 
harga jual barang yang dijadikan jaminan. Maka dapat diketahui 
bahwa penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai 
tidak memliki rumus baku, akan tetapi pemberian nominal 
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Mulyono, ..., 1 Juni 2018, Jam  17.20 WIB.   
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pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yangdibutuhkan pada 
saat itu dengan catatan tidak boleh melebihi harga jual barang yang 
dijadikan jaminan.  
Alasannya, yang pertama ialah meskipun penerima gadai 
tidak mempertimbangkan hasil dari sawah tersebut penerima gadai 
tetap untung karena uang yang dipinjamkan kepada penggadai 
tetap kembali tanpa ada kurang sepeser pun. Alasan yang kedua 
adanya penaksiran luas sawah dengan uang.  
Sawah yang dijadikan sebagai jaminan bisa 
dipindahtangankan ke penerima gadai (murtahin) lain dengan  
syarat  penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan 
pemanfaatan sawah tersebut membayar utang dari penggadai 
kepada penerima gadai yang memgang sawah tersebut, meskipun 
begitu hak kepemilikan sawah tetap milik penggadai awal. 
Kaitannya dengan pengembalian barang gadai, penggadai 
yang menjadikan sawah sebagi jaminan menebusnya kepada 
penerima gadai (murtahin) dengan sejumlah uang yang telah 
menjadi kesepakatan awal. Ketika uang yang dipinjam sudah 
dikembalikan kepada penerima gadai (murtahin) maka selesai akad 
gadai diantara keduanya. 
Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penerima 
gadai, banyak terjadi jika sampai batas waktu atau tajuh tempo 
sipenggadai belum mampu untuk membayar hutangnya sehingga 
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jika sawah tersebut di garap oleh penerima gadai maka dia masih 
berhak menggarap sawah tersebut sampai penggadai melunasi  
pinjamannya. Seperti keterangan Ibu Shofi. 
”Sawahe mbak nyaten iseh tak tahan lan iseh tak garap nganti 
saiki nganti entek masa gadaine, amergo sing duwe sawah durung 
iso lunasi utange..” 
 
Kalimat Ibu Shofi tersebut maksutnya baha ibu Shofi 
sampai sekarang masih menggadai dan mengelola sawahnya Mbk 
Nyaten (Rahin) sampai masa jangka waktunya habis, karena 
penerima gadai belum bisa melunasi hutangnya. 69 
Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora ini sudah menyalahi aturan 
agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh 
oleh murtahin, dan rahin selaku pemilik sah tanah tersebut tidak 
mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil 
manfaatnya.  
Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai 
tersebut hanya sebatas untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan 
pada hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu : 
 ْيَلَع ُ َّ ا ىَّلَص َِّ ا ِلوُسَر    َلَاق    ََةرْـيَرُه ِبيَأ    نع َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَـِنب ُبَْكرُـي ُرْهَّظلا    َمَّلَسَو ِه
 ً وُهْرَم , ً وُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِتَقَفَـِنب ُبَرْشُي ِّرَّدلا َُبنَلَو , ُةَقَفَّـنلا ُبَرْشَيَو ُبَْكرَـي يِذَّلا ىَلَعَو  
 
“Apabila ada ternak yang digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki 
(oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya 
(menjaganya). Pabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras 
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Shofi, Petani..., wawancara pribadi, 5 Mei 2018, Jam 09.22-09.35 WIB. 
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boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan 
biaya  (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus 
mengeluarkan biaya (perawatannya)”.70 
Pemanfaatan lahan itu, keluar dari konteks aturan agama/ Hukum 
Islam,karena Islam tidak membenarkan untuk pemanfaatan barang gadai, hal 
tersebut bisa memicu ketidak adilan bagi kedua belah pihak, kerena tidak 
adanya bagi hasil antara kedua pihak, namun pemanfaatan sepenuhnya 
dimiliki oleh penerima gadai. Sehingga keuntungan terbesar diperoleh oleh 
penerima gadai.  
Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut penulis merupakan 
sebuah bentuk pengambilan harta orang dengan cara bathil yang dalam Islam 
jelas-jelas dilarang. Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya 
dikuasai oleh murtahintersebut sudah lama terjadi di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora.  
Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai 
seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat. Sekiranya ada formulasi baru 
yang lebih baik dalam pengambilan manfaat barang gadai tersebut mungkin 
akan tercipta tatanan hukum yang benar-benar sejalan dengan kaidah Islam. 
Dari uraian tersebut penulis menegaskan bahwa praktek gadai dengan batasan 
waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai 
sepenuhnya oleh murtahin yang terjadi di desa Sumberejo Kecamatan 
JapahKabupaten Blora tersebut tidak sah menurut Al-Qur’an,Al-Hadits dan 
Ijma’ Ulama.  
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Abdul, Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 
Implementasi), (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm.125.  
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH DI 
DESA SUMBEREJO, KECAMATAN JAPAH, KABUPATEN BLORA 
A. Analisis Penerapan Akad Gadai Tanah Sawah Di Desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora (Jawa Tengah)  
Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti 
paparkan di bab III. Sudah jelas bahwa penerapan gadai tanah sawah di 
desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora akadnya dilakukan 
sudah sesuai dengan syariat Islam, namun di dalam melaksankan transaksi 
akad gadai tersebut tidak adanya saksi dan pemanfaatan tanah sawah di 
manfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (Murtahin), dalam 
pemanfaatan tanah oleh Murtahin tidak ada juga pembagian hasil panen 
antar Rahin dan Murtahin, mayoritas warga desa Sumberejo Kecamatan 
Japah Kabupaten Blora meminjam uang dengan  cara menggadaikan tanah 
sawahnya. Selama jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, 
selama jangka waktu yang ditentukan itu pula murtahin sepenuhnya 
memanfaatkan hasil dari tanah sawah tersebut.  
Dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanah sawah tersebut 
digarapp oleh penerima gadai. Tidak hanya itu mayoritas pelaku gadai 
tanah sawah di  desa  Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora  juga  
menggunakan sistem  perjanjian  jangka  waktu  penggadaian, misal 
jangka waktu yang disepakati kedua pihak adalah  5 (lima) tahun, dan 
7
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dalam jangka 5 (lima) tahun itu lah rahin harus bisa mengembalikan uang 
yang telah dipinam dari murtahin, namun jika dalam jangka waktu lebih 
dari 5 (lima) tahun maka tanah sawah  yang digadai akan menambah 
jangka waktunya sampai rahin bisa mengembalikan uang pinjamannya.  
Namun jika dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun 
murtahin berhak mengembalikan tanah sawah tersebut kepada rahin dan 
murtahin tidak mendapatkan uang dari rahin, karena dalam tradisi warga 
desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora jika rahin bisa 
mengembalikan uang pinjamannya kepada murtahin sebelum masa 
perjanjian jangka waktu yang mereka sepakati, maka tanah sawah rahin 
kembali tapi murtahin tidak mendapatkan uangnya kembali.  
      1.  Berdasarkan Kompilasi  Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 373 
(1) tentang Rukun dan Syarat Rahn. Rukun akad Rahn terdiri dari: 
murtahin, rahin, murhun, marhun bih/utang, menurut akad yang dilakukan 
rahin dan murtahin di desa Sumberejo sudah memenuhi rukun akad, dan 
akad tersebut dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak.  
(2) dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu :qard, rahn, dan 
ijarah. Namun dalam pengertian ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) 
tanpadiikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, namun 
dalam akad gadai di desa Sumberejo tidak adanya ijarah atau pembayaran 
sewa.  
Pasal 383 
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(3) Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari 
murtahin. 
(4) Rahin dan Murtahin daat emmbatalkan akad dengan kesepakatan. 
Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas sudah jelas bahwa dalam pembatalan 
akad gadai harus ada kesepakatan bersama tidak bisa di batalkan sepihak.71 
Pasal 403 
(3) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi 
gadai untuk segera melunasi utangnya. 
(4) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi  utangnya maka harta gadai 
dijual paksa melalui lelang syariah. 
Berdasarkan pasal 403 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa jika rahin tidak 
bisa melunasi utangnya maka murtahin memberikan peringatan awal 
dengan memperingati rahin untuk melunasinya, dan jika peringatan 
tersebut tidak bisa membuat rahin jera dan belum juga bisa melunasi 
utangnya, maka harta atau tanah sawah gadai dijual paksa melalui  lelang 
syariah.  
 Namun dalam gadai tanah sawah di desa Sumberejo menganut adat 
kebiasaan dari desa tersebut, yaitu apabila jatuh tempo barang gadai tidak 
dijual paksa memalui lelang syariah, tetapi jangka waktu gadainya 
diperpanjang sampai rahin bisa melunasi utangnya. Hal ini keuntungan 
                                                          
71Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani,Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Hlm. 106.  
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yang didapat murtahin sangat besar, karena murtahin sepenuhnya 
memanfaatkan lahan gadainya.72Hadis Rosulullah SAW  yang  berbunyi  
“Setiap utang yang menarik manfaat adalah Riba”  (Riwayat Harits bin 
Abi  Usamah). Jadi  apabila  penerima  gadai  mendapat  manfaat  dari  ia 
meminjami uang kepada pemberi gadai itu termasuk kategori riba, seperti 
yang disebutkan dalam hadis diatas. 
2. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No :  
25/DSN-MUI/III/2002, tentangRahn.73 
Memutuskan: 
Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang 
sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
Kedua:  Ketentuan umum  
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang 
menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Mutahin 
kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai 
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Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani..Hlm. 111. 
73Zainudin Ali, Hukum Gadai Syari’ah,  (Jakart:Sinar Grafika,2008), cetakan pertama, 
Hlm. 8 
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Marhundan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya.  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh 
Murtahin, sedangakn biaya dan pemeliharaan penyimpanan 
tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.  
5. Penjualan Marhun.  
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan 
Rahin untuk segera melunasi utangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka 
Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai 
syari’ah 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, 
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 
serta biaya penjualan  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga: Ketentuan Penutup 
1). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak maka penyelesaiannya  dilakukan melalui Badan 
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Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapainya 
kesepakatan melalui musyawarah.74 
Dari hasil putusan dari Dewan Syariah Nasilanl MUI, untuk 
ketentuan umum poin (2) menyatakan bahwa Marhun dan manfaatnya 
tetap  menjadi milik Rahin dan Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
Murtahin kecuali keizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun 
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatan, sedangkan dalam gadai tanah di desa Sumberejo Kecamatan 
Japah Kabupaten Blora, Marhun tetap menjadi milik Rahin, namun 
Marhun dimanfaatkan oleh Murtahin tanpa ada ijin secara langsung, 
karena adat kebiasaan disana dari dulu jika melakukan gadai tanah sawah 
Murtahin memanfaatkan Marhun  beranggapan sudah mempunyai izin 
dari Rahin, karena Rahin tidak ada komplen, tidak ada komplen dari pihak 
Rahin, karena adat kebiasan dari dulu sudah begitu dan sudah melekat 
pada masyarakat setempat.  
Dalam penjualan Marhun pada poin (b) menyatakan jika Rahin 
tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalu lelang sesuai syariah, namun dalam pelaksanaan 
gadai di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten blora, jika Rahin 
tetap tidak dapat melunasi utangnya maka akan di perpanjang jangka 
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waktu gadainya yang sebelumnya sudah disepakati dari awal, dan Marhun 
tidak dilelang/dieksekusi.  
Bahwa sesungguhnya dalam pelaksanaan Gadai Tanah Sawah Di 
Desa SumberejoKecamatan Japah Kabupaten Blora, merupakan bentuk 
tabaruk atau bentuk tolong menolong antar sesama.  
 Apabila  dilihat  kembali  dari  kasus  Gadai  tanah  sawah  di  Desa  
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Secara  Ijab  Qobul  yang  
diucapkan  pada saat  terjadinya  tranksaksi  adalah  ucapan menggadaikan  
tanah  sawah dari pemberi gadai (Rahin)  dan penerima gadai (Murtahin)  
tanah sawah dari penerima gadai. Secara akad gadainya sah, karena telah 
terpenuhi syarat-syarat akad yaitu adanya  Ijab  dan  Qobul.  Namun  dari  
kesepakatan  pemanfaatan  tanah sawah  tersebut  berdasarkan  kebiasaan  
yang  terjadi  pada  umumnya  di masyarakat  desa  Sumberejo yaitu  
mengolah  sawah  yang  digunakan  sebagai jaminan utang. 
 Dari  sisi  hasil  tanah  sawah  tersebut  apabila  selama  masa gadai 
tanah masih dalam jangka waktu yang ditentukan, penerima gadai  bisa 
mengambil manfaat dari tanah tersebut dan tidak ada pembagian hasil 
panen antara rahin dan murtahin, karena hal tersebut sudah jadi adat 
kebiasaan masyarakat desa Sumberejo. Dari adat kebiasan tersebut peneliti 
menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak pemberi gadai 
(Rahin). 
 Kemudian  bagaimana  dengan  kasus  pemanfaatan  sawah  yang 
terjadi  saat  hutang  sudah  lunas  namun  jangka  waktu  yang  disepkati 
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belum habis. Menurut adat kebiasaan yang berlaku sawah tersebut tetap 
diolah sampai jangka waktu yang telah disepakati, walaupun sudah panen 
ataupun  belum.  Hasil tanah  sepenuhnya  tetap  menjadi  hak  penerima 
gadai  sampai  habis  jangka  waktu  penggadaian  tanah  sawah  tersebut.  
Ketika  telah  habis  masa  gadai  namun  penerima  gadai  belum  
bisa  memanen  hasil  dari  tanah  sawah  tersebut  maka   dilakukan 
perpanjangan jangka waktu dalam menggadai tanah sawahnya sampai 
jangka waktu yang tidak ditentukan dan sampai rahin bisa melunasi uang  
pinjamannya. Menurut hasil peneliti penerima gadai menggunakan tanah  
gadai tersebut  dan  mengambil  manfaatnya sudah melebihi  apa  yang  ia 
keluarkan  maka  hal itu  termasuk  riba,  dan  riba  dilarang  dalam  syariat 
Islam. 
 Dari segi syarat dan rukunnya gadai tanah sawah di desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupate Blora  sah  karena  ada  pemberi  
gadai,  penerima gadai, barang  jaminan,  utang  serta  ijab  qobul  dalam  
bentuk  perjanjian gadai, barang  jaminan,  utang  serta  ijab  qobul  dalam  
bentuk  perjanjian. Syarat setiap rukunnya pun sudah memenuhi syarat 
seperti pelaku gadai harus  berakal  dan  baligh,  kemudian  syarat  barang  
gadai  harus  sah  hak milik.  
 Dalam hal ini seperti firman Allah QS Al Baqarah ayat 283 yang 
menjelaskan bahwa setiap tranksaksi yang tidak tunai supaya dituliskan. 
Di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Para  pelaku gadai 
tidak menuliskan akad transaksi tesebut ke dalam surat perjanjian, 
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sehingga apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  tranksaksi  gadai tersebut, 
maka dari  pihak  penerima  gadai  pun  tetap mengolah sawah tersebut 
sampai pemberi gadai melunasi hutangnya. Penerima gadai memanfaatkan 
hasil dari tanah tersebut, bisa dikatakan hal tersebut termasuk  riba, karena 
memberikan  hutang  danmengambil manfaat dari hutang tersebut.  
 Jadi hukum penerapan gadai tanah sawah di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora tidak sah dikarenkan tidak adanya 
saksi dan tidak adanya surat tertulis perjanjian antara kedua belah pihak 
dan untuk pemanfaatan gadai tanah sawah oleh penerima gadai adalah  
tidak  boleh , penerima gadai tidak berhak atas manfaat dari barang gadai 
tersebut. 
Rahn yang dilakukan di desa Sumberejo Kecamtan Japah 
Kabupaten Blora prakteknya yaitu dengan melakukan akad antara kedua 
belah pihak di tempat rahin atau di tempat murtahin, setelah melakukan 
akad terjadilah transaksi di tempat itu juga jika kedua pihak merasa cocok, 
namun dalam praktek akad tresebut terjadi sebuah perjanjian yaitu dengan 
dengan memberikan batasan waktu. 
B. Analisis Jangka Waktu Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora 
Jangka waktu yang dilakukan oleh rahin dan murtahin telah disepakati 
saat terjadinya akad dan transaksi,  dalam melakukan gadai tersebut tidak 
semua pihak rahin bisa melunasi hutangnya secara tepat waktu, karena 
uang yang untuk melunasi belum ada, sehingga membuat pihak rahin 
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memperpanjang jangka waktu masa gadai tanah mereka sampai hutangnya 
bisa dilunasi oleh rahin. 
 Seperti masalah yang dihadapi oleh salah satu rahin yaitu Ibu 
Nyaten, beliau telah menggadaikan tanah sawahnya kepada saudaranya 
dalam jangka waktu selama 6 (enam) tahun yang digadaikan dengan 
sejumlah uang Rp.16,000,000 (enam belas juta ribu), namun dalam 6 
(enam) tahun ini ibu Nyaten belum bisa melunasi hutangnya pada 
saudaranya itu, sehingga dengan secara otomatis jangka waktu gadai 
tersebut di perpanjnag samapai ibu Nyaten bisa melunasi hutangnya 
tersebut. Jadi dalam jangka waktu gadai tanah sawah di bisa ditentukan 
berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, di tentukan berdasarkan luas 
dan kesuburan tanah sawahnya tersebut dan ditentukan nominal uang yang 
telah dipinjam, sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut bisa diambil 
kesepakatan untuk jangka waktu gadai tanah sawah tersebut.  
C. Analisis Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa 
Sumberejo Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. 
Pemanfaatan barang gadai tanah sawah di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora telah menjadi tradisi masyarakat 
setempat, walau pada hakikatnya barang gadai (marhun) tidak boleh 
diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali mendapat 
izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap 
marhun setelah akad ar-rahin bukan hak milik sempurna atas berbuatan 
hukum terhadap barang tersebut. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas 
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pada sifat kebendaan tersebut yang memilki nilai, bukan pada pemanfaatan 
hasilnya. 75 
Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai harus tercantum ketentuan 
jika penggadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, hasilnya 
menjadi milik bersama. Ketentuan ini bermaksut untuk menghindari harta 
bendatidak berfungsi. 
Berdasarkan ketentuan hukum gadai di atas, Islam tidak 
membenarkan adat istiadat dalam masyarakat yang membolehkan 
penggadai menanami tanah gadai dan mengambil semua hasilnya, sebab 
ini mengandung eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai. 76 Jadi 
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat selama ini telah 
melanggar aturan hukum Islam, karena udah jelas kalau Islam telah 
melarang pemanfaatan baranag gadai, namun masih saja dilakukan oleh 
masyarakat setempat, seharusnya menghindari kejadian atau perbuata yang 
dilarang oleh Islam, karena dalam pemanfaatan barang gadai menurut 
peneliti itu merugikan pihak pemilik tanah tapi memberi keuntungan besar 
bagi penerima gadai. Sehingga menciptakan ketidak adilan antara pemilik 
tanah sawah dengan penerima gadai, karena tidak adanya bagi hasil antara 
kedua pihak, sudah jelas kalau Islam melarang untuk memakan harta 
sesama dan melarang perbuatan yang dapat merugikan antara pihak lain, 
                                                          
75Silah Khosyi’ah, Fiq Mualamah Perbandingan, (Bandung:CV Pustaka Setia,2014), 
Hlm:193 
76Ibid,..Hlm. 199 
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pemanfaatan barang dagai tersebut juga memicu terjadinya riba, dan Islam 
melarang adanya riba.  
Sedangka menurut para Ulama dalam Pemanfaatan barang  gadai 
tanah sawah dalam Pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan) 
yaitu: 
1.  Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh 
memanfaatkan barang tanda seizin murtahin, begitu pula murtahin 
tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada 
dengan pendapat ulama Hanabilah.  
2. Ulama Malikiyah  berpendapat bahwa jika borg (barang gadai) sudah 
berada ditangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatka 
3. Ulama Syafi’iyah berpendapat  bahwarahin dibolehkan untuk 
memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak 
perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-
lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, 
kebun, rahn harus meminta izin pada murtahin.  
Sedangakan pendapat Para Ulma dalam Pemanfaatan Murtahin 
atas borg(barang yang digadaikan), yaitu: 
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
memanfaatkan borg (barang gadai) sebab dia hanya berhak 
menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.  
2. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan borg 
(barang gadai) jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika 
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akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual belikan serta 
ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada 
dengan pendapat Ulama Syafi’iyah. 
3. Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur 
ulama yang lain, mereka berpendapat, jika borg(barang gadai) 
berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai 
atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak 
diizinkan oleh rahin. Adapun borg (barang yang digadai) selain 
hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin. 
Ulama Hafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan 
tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang 
itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukkan suatu 
tindakan mengenainya, kecuali dengan izin orang yang memegang 
gadai. Ia  keluar dari status begitu apabila utang tidak dibayar 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang menggadaikan 
masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa 
yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga 
berhak bertindak dengan suatu tindakan yang tidak mengurangi 
barang itu atau mengeluarkan pemilik barang dari hak miliknya.  
Adapun hukum mengambil barang gadaian oleh si pemegang 
gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad 
penyerahan milik sesuatu benda dan juga memanfaatkannya 
menurut sebagian ulama. Yang timbul karena akad itu ialah hak 
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menahan atau hak mengkhususkan. Berdasarkan hal ini terjadilah 
ijma’, bahwa benda dan jasa barang gadaian itu adalah hak milik 
orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak 
memiliki manfaat barang itu sedikit pun selama yang 
menggadaikan itu tidak mengizinkannya atau barang  gadaian itu 
tidak dapat ditunggangi atau diperah. Adapun apabila orang yang 
menggadaikan mengizinkan atau barang gadaian itu dapat 
ditunggangi, maka dalam hal ini ada perincian dan perbedaan 
pendapat antara Ulama. 77 
D. Analisis Penyelesaian Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa 
Sumberejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Saat Jatuh Tempo 
Menurut hukum Islam, jika udah jatuh tempo membayar utang, 
pemilik barang gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib  
menyerahkan barangnya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mau 
membayar utangnya dan tidak mau memberi izin kepada penggadai untuk 
menjualnya, hakim dapat memaksa pemilik barang membayar hutangnya 
atau menjual barangnya. Kemudian jika barang gadainya telah dijual dan 
ada kelebihan harga penjualan daripada utangnya, kelebihannya itu 
menjadi hak pemiliknya. Akan tetapi, jika hasil penjualan masih kurang 
untuk menutup utangnya, kekurangannya harus ditutup oleh pemilik 
barang.78 
                                                          
77
Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Hlm. 
287-288 
78
Ibid,..Hlm. 200 
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 Adapun prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan 
sendi akhlak marimah. 
1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, 
jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga 
barang yang diakadkan itu. 
2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang 
merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. 
Sebagaimana sabda Rasulullah: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) 
diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”. 
3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan 
pentingnya kepentingan bersama yang harus dilakukan tanpa 
menyebabkan kerugian individu.  
4. Prinsip manfaat objek transaksi harus memliki manfaat, transaksi terhadap 
objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. 
5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. 
6. Prinsip suka sama suka (saling rela), ini berlandasan pada firman 
Allah:”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”(an-Nisa’29).  
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7. Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam 
menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apa pun, kecuali 
hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat. 79 
Dalam hal ini, dalam akad yang melakukkan gadai tanah sawah, akadnya 
sudah dinggap boleh dan sah, walau akad ijab qobulnya dengan cara saling 
diam, dalam tardisi di masyarakat setempat itu sudah dinaggap biasa dan 
sudah sah buat akad dalam melakukan gadai tanah sawah tersebut.  
Seperti contoh dari gadai tanah sawah yang dilakukan oleh ibu 
Nyaten (Rahin) dan ibu Shofi (Murtahin) yang masa gadainya sudah 
berlangsung selama 6 (enam) tahun yang digadaikan dengan sejumlah 
uang Rp 16,000,000 (enam belas Juta ribu rupiah). Sedangkan selama satu 
tahun itu terjadi dua kali panen, kalau dihitung dari masa gadainya 
pertahunya berarti Rp.10,000.000 (Sepuluh juta ribu rupiah) namun 
selama 6 (enam) tahun, sedangkan dalam setahun telah mengasilkan  2x 
(dua kali) panen, jadi  2x (dua kali) panen itu di kalikan selama  6 (enam) 
tahun. Jadi selama 6 (enam) tahun tersebut sudah menghasilkan  12x (dua 
belas kali)  panen.  
Misal pertahunnya menghasilkan panen sebesar Rp.4,000,000 dua 
kali panen jika dalam 6 tahun maka Rp.4,000,000 X 6 = Rp.24,000,000 
dan itu sudah melebihi uang yang di pinjam oleh rahin, hal tersebut bisa 
merugikan pihak Rahin dan disini Rahin telah terdzolimi. Karena tidak ada 
keadilan bagi pihak Rahin, tidak adanya bagi hasil panen, pemanfaatannya 
                                                          
79
Abd Somad,  Hukum Islam, Penormaan prinsip syari’ah dalam hukum Indonesia, 
(Jakarta:  Kencana prenata media grup, 2010), Hlm. 79-80  
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juga dilkuasi oleh Murtahin,dan  jika sudah jatuh tempo tanah belum bisa 
dikembalikan ke pada Rahin, sedangakan jika dihitung dari hasil panen di 
kali dengan masa jangka waktunya, seharusnya sudah melunasi utang 
Rahin kepada Murtahin. 
Dari uraian tersebut peneliti dapat berpendapat, bahwa dalam 
melakukan transaksi itu harus tegas dan jelas apa yang akan diakadkan, 
dan dalam transaksi tidak boleh merugikan satu sama lain, namun  
kenyataannya dalam penerapan akad gadai tanah sawah di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora telah menyalahi prinsip transaksi yang 
merugikan pihak pemilik tanah sawah (penggadai), karena dalam 
pemanfaatan barang gadai sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai dan 
pemilik tanah sawah tidak dapat bagi hasilnya. 
Jika pemanfaatan di kuasai oleh penerima gadai itu harus dapat ijin 
dari pemilik tanah sawah, dan adanya bagi hasil antara kedua belah pihak, 
namun dalam akad transaksi gadai tanah sawah di desa Sumberejo 
Kecamatan Japah Kabupaten Blora penerima gadai bebas dalam 
pemanfaatan barang gadainya tanpa ada ijin dari pemilik tanah sawah. 
Karena sudah menjadi tradisi masyarakat setempat kalau menggadaikan 
tanah sawahnya pemanfatannya sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai 
tanapa ijin dari pemilik tanah sawah dan tanpa adanya bagi hasil panen. 
Hal ini seharusnya tidak di lakukan karena menyalahi aturan agama, 
karena sama saja dengan memakan harta sesama dengan cara batil dan 
untuk memanfaatkannya itu bisa termasuk dalam riba.  
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E. Analisi Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo, 
Kecamatan Japah, Kabupaten Blora Sebagai Urf 
Urf adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, 
baik perbuatan atau perkataan, adapun syarat penggunaan adat kebiasaan 
adat digunakan dengan syarat: 
1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-qur’an maupun al-sunnah 
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan 
kesulitan 
3. Tidak berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya 
yang bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja. 
4. Tidak berlaku di dalam masalah Ibadah mahdlah 
Dari syarat diatas dalam praktek gadai taanah sawah di desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Bloratelah mencakup syarat 
penggunaan adat kebiasaan dan adat yang digunakan masyarakat setempat 
termasuk adat yang khusus, yaitu adat kebiasaan pada negara tertentu atau 
masyarakat tertentu, seperti adat kebiasaan di dalam pertanian. 
Jadi dari adat  kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa 
Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora sudah menjadi  
tradisi/kebiasaan yang dilakukan dalam gadai tanah sawah, sehingga tidak 
memperhatikan Hukum Islamnya, karena juga msayarakat setempat tidak 
begitu memahai mengenai hukum Islam. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari  pemaparan  peneliti  mulai  dari  BAB  I  sampai  dengan  
BAB IV, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Gadai  tanah  sawah  di  Desa  Sumberejo Kecamatan Japah  
Kabupaten Bloraadalah meminjamkan  sejumlah  uang  kepada  
pemilik  tanah  sawah  dengan  cara rahin menggadaikan tanah 
sawahnya kepada murtahin (petani lain yang bersedia untuk 
menggadai tanah sawahnya) tanah  sawah  tersebut  digarap  atau  
dikelola  oleh  murtahin (penerima gadai) sampai  jangka  waktu  
yang  disepkati  dua  belah  pihak  atau  sampai  pemilik tanah 
melunasi hutangnya kepada penerima gada. Namun jika pemilik 
tanah belum bisa melunasi hutangnya kepada penerima gadai 
sampai batasan waktu yang telah di sepakati, maka pelaksanaan 
gadai tanah sawah nya akan diperpanjanag jangka waktunya 
sampai rahin bisa mengembalikan hutang pinjamannya kepada 
murtahin. Dalam pengelolaan tanah sawah tersebut tidak ada  bagi 
hasil panen antara rahin dan murtahin. 
2. Status  hukum  pemanfaatan  gadai  tanah  sawah  yang  terjadi  di  
desa Sumberejo  Kecamatan Japah  Kabupaten Blora  menurut  
hukum  Islam  akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang 
melakukan gadai akad tidak sah, akad tidah sah adalah  akad yang 
 98 
 
tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
syara’. Dalam hal ini masyarakat setempat tidak memenuhi salah 
satu syarat dalam gadai. Namun dalam Pemanfaatan rahin atas 
borg (barang yang digadaikan) menurut  Ulama Syafi’iyah 
berpendapat  bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang 
jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin, 
seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi 
jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahn 
harus meminta izin pada murtahin. 
Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa orang yang 
menggadaikan masih berhak menyewakannya atau 
meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu 
perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga berhak bertindak dengan 
suatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau 
mengeluarkan pemilik barang dari hak miliknya.  
Sedangakan dalam Pemanfaatan Murtahin atas borg(barang yang 
digadaikan), yaitu: 
Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan 
borg (barang gadai) jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan 
ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjual 
belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir 
senada dengan pendapat Ulama Syafi’iyah 
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B. Saran – Saran  
Untuk para pelaku gadai di Desa Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora  adalah: 
1. Sebaiknya dalam pelaksanaan transaksi akad gadai perlu 
adanya saksi yang telah di anjurkan hukum Islam. 
2. Sebaiknya pengambilan  manfaat  gadai  tanah  sawah  tersebut  
tidak sepenuhnya dikuasi oleh murtahin (penerima gadai) 
harusnya murtahin memberikan beberapa persen dari hasil 
panennya kepada rahin. Sehingga murtahin tidak seluruhnya 
memanfaatkan tanah sawah gadai rahin, karena hal tersebut 
bisa mengarah ke riba. 
3. Sebaiknya perjanjian yang dibuat tidak lah perjanjian secara 
lisan saja, namun juga membuat perjanjian tertulis, sehingga 
apabila  terjadi  wanprestasi  dari  salah satu pihak, pihak lain 
bisa menuntut. 
Saran untuk Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora  pada umumnya : 
1) Sebaiknya  para  Tokoh  Agama  di  Desa  Sumberejo  lebih  
banyak memberi pengajian atau ceramah kepada 
masyarakat tentang aturan-aturan bermuamalah menurut 
syariat Islam. 
2) Sebaiknya pelaku gadai tanah sawah di Desa Sumberejo 
Kecamaatn Japah Kabupaten Blora yang sudah mengetahui 
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bahwa memanfaatkan barang  gadai sampai menimbulkan 
riba itu dilarang dalam Islam, mulaimenghentikan 
tranksasksi berikut dan diganti dengan tranksaksi yang 
diperbolehkan dalam Islam.  
3) Dari pihak pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Japah 
Kabupaten Blora sebaiknya melakukan sosialisasi dengan 
masyarakat terutama pelaku gadai tanah sawah tentang 
ketidakbolehan memanfaatkan gadai tanah sawah. 
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2018. Jam 17.40-17.55 WIB- selesai 
 
Ibu Shofi. Petani yang menerima gadai tanah sawah. wawancara pribadi. 5 Mei 
2018.  Jam 09.22-09.35 WIB. 
 
Ibu Subekti. petani yang menggadaikan tanah sawahnya. wawancara pribadi. 5 
Mei 2018. Jam 18.38-19.00 WIB. 
 
Bapak Dikan. Kepala Desa Sumberejo. wawancara pribadi. 6 Mei 2018,Jam 
08.00- selesai 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
N
o
Bulan April Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
X X x X x                
2 Konsultasi X X x X x x X x x X x x x x x x x x x X
3 Revisi Proposal    X     x X x x  x       
4 Pengumpulan 
Data 
   X x x X x   x  x x x      
5 Analisis Data       X      x x x x     
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
               x     
7 Pendaftaran 
Munaqasya 
                x    
8 Munaqasya                  x   
9 Revisi Skripsi                   x X
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LAMPIRAN II 
DAFTAR PERTANYAAN 
A. PIHAK PENGGADAI (RAHIN) 
1.  Apakah andai mengetahui  praktik gadai? 
        2.  Bisa diceritkan, sepengetahuan bapak atau ibu, bagaimana proes gadai itu     
terjadi? 
 3. Apakah dalam pelaksanaan gadai tersebut tidak ada saksi? 
  4. Setelah tanah sawah itu digadai, siapakah yang mengelola atau 
memanfaatkan lahan tersebut? 
 5. Apakah ada pembagian hasil panen? 
 6. Apakah ada perjanjian tertulis dalam melakukan gadai tanah sawah 
tersebut? 
     7. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan dalam gadai tanah sawah 
tersebut? 
B. PIHAK PENERIMA GADAI TANAH SAWAH (MURTAHIN)  
1.  Apakah andai mengetahui  praktik gadai? 
 2.  Bisa diceritkan, sepengetahuan bapak atau ibu, bagaimana proes gadai itu     
terjadi? 
 3. Apakah dalam pelaksanaan gadai tersebut tidak ada saksi? 
  4. Apakah ada perjanjian tertulis dalam melakukan gadai tanah sawah  
tersebut? 
 5.  Siapakah yang memanfaatkan lahan gadai sawah tersebut? 
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6. Jika yang gadai tanah tersebut belu bisa melunasi hutangnya sampai jatuh 
tempo, apakah barang gadai tersebut dijual atau di perpanjang masa jangka 
waktunya? 
 7. Apakah ada pembagian hasil panen? 
 8.  Kenapa anda mau menggadai tanah sawah tersebut? 
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LAMPIRAN III 
DAFTAR RESPONDEN 
No Rahin Murtahin Alamat  Jumlah Hutang Jangka 
waktu  
1 Sulimah Sopyan Desa 
Sumberejo 
Kec. Japah 
Kab.Blora 
Rp.2,000,000 2 tahun  
2 Murtini  Suyoto  Desa 
Sumberejo 
Kec. Japah 
Kab.Blora 
Rp.8,000,000 4 tahun 
3 Subekti  Mila  Desa 
Sumberejo 
Kec. Japah 
Kab.Blora 
Rp. 15,000,000 5 tahun 
4 Nyaten  Sofi  Desa 
Sumberejo 
Kec. Japah 
Kab.Blora 
Rp. 16,000,000 2 tahun  
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LAMPIRAN IV 
DRAF WAWANCARA 
Wawancara dengan Ibu Sulimah pada tanggal 03 Mei 2018 (selaku 
penggadai tanah sawah / rahin) 
Saya   : Bu, nopo panjenengan ngertos praktek gadai tanah niku ? 
Ibu Sulimah :  Yo ngerti mbak. 
Saya                 :  Saget di ceritake mboten, pripun proses gadai tanah sawah niku 
saget kedaden ? 
Ibu Sulimah     : Praktek gadai iku iso kedaden, mergo masyarakt kene akeh sing 
butuh duwek kanggo bayar hutang lan kanggo biaya sekolah 
anak-anake mbak, sing proses e cepat tanpo ono syarat-syarat 
sing gawe repot. 
Saya                  :  Bu, nopo saking pelaksanaan gadai niku enten saksi mboten 
buk? 
Ibu Sulimah      :  Nag aku wingi, ora ono saksine mbak, yo gur aku karo sing ape 
gadai tanah sawah kui. 
Saya                  : Tanah sawahe penjenengan di gadai niku, sinten sing manfaatke 
hasile buk? 
Ibu Suliah         : Yo sing gadai tanah kui mbak,  
Saya                 :  Nopo enten pembagian hasil panene niku buk? 
Ibu Sulimah     : ora ono mbak, nak wis panen ngono kui hasile yo kabeh kanggo 
sing   gadai mbak, aku ora melu ngrasake hasil panene. 
 109 
 
Saya                :  Panjenengan gadai tanah sawahe riyen, enten perjanjian tertulis  
mboten buk? 
Ibu Sulimah : Kae kui ra ono coro gawe perjanjian sing tertulis mbak, nak pas 
akad  gadai ngono kui a, ya wis gur ngomong nag arep gadai 
taanh sawah,  mengko tawar menawar masalah duweke, yo intine 
saling percoyo mbak. 
Saya : Lah saking gadai tanah sawah niku, enten jangka waktune nopo 
mboten buk? 
Ibu Sulimah : Ono jangka waktune mbak, jangka waktune kui kesepakatan 
wong loro , aku karo sing gadai tanah kui. 
Wawancara dengan Ibu Murtini pada tanggal 03 Mei 2018 (selaku 
penggadai tanah sawah / rahin) 
Saya   : Bu, nopo panjenengan ngertos praktek gadai tanah niku ? 
Ibu Murtini :  Yo ngerti mbak. 
Saya                 :  Saget di ceritake mboten, pripun proses gadai tanah sawah niku 
saget kedaden ? 
Ibu Murtini      :  Piye yo mbak, sak pahamku sih iso ono proses gadai tanah 
sawah kui yo amergo masyarakat kene sing kekurangan kui, 
biasane lagi butuhke duwek sing proses e cepet, lah sing 
diduweni gur sawah, yo tanah sawahe sing di gadaike, onosing 
kangggo bayar utange, kanggo sekolah anake, kanggo nutup 
bank kui mbak   
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Saya                  :  Bu, nopo saking pelaksanaan gadai niku enten saksi mboten 
buk? 
Ibu Murtini       :   Pas akad gadai kui sih, ono saksi ne tapi ibu ku dewe mbak, yo 
gur kui wong siji. 
Saya                  : Tanah sawahe penjenengan di gadai niku, sinten sing manfaatke 
hasile buk? 
Ibu Murtini        : Yo pak Suyoto mbak, mergo tanah sawahku tak gadekke karo 
pak  Suyoto 
Saya                 :  Nopo enten pembagian hasil panene niku buk? 
Ibu Murtini      : Ora no mbk, nak wis panen ngono kui hasile yo kabeh kanggo 
sing   gadai mbak. 
Saya                :  Panjenengan gadai tanah sawahe riyren, enten perjanjian tertulis  
mboten buk? 
IbuMurtini   : Ono coro gawe perjanjian sing tertulis mbak, ya wis gur 
ngomong nak arep gadai tanah sawah,  mengko tawar menawar 
masalah duweke, yo intine saling percoyo ae lah mbak. 
Saya : Lah saking gadai tanah sawah niku, enten jangka waktune nopo 
mboten buk? 
Ibu Murtini   : Ono jangka waktune mbak, jangka waktune kui kesepakatan 
wong loro , aku karo sing gadai tanah kui. 
Wawancara dengan Ibu Nyaten  pada tanggal 04 Mei 2018 (selaku 
penggadai tanah sawah / rahin) 
Saya   : Bu, nopo panjenengan ngertos praktek gadai tanah niku ? 
 111 
 
Ibu Nyaten :  Ngerti mbak. Soale yo aku ngalami dewe 
Saya                 :  Saget di ceritake mboten, pripun proses gadai tanah sawah niku 
saget kedadehan ? 
Ibu   Nyaten    : Masyarakt kene akeh sing butuh duwek sing proses e cepet mbak, 
kanggo kebutuhan liyane, koyok bayar utang, kebutuhan sehari-
hari, biaya sekolah lan liyo-liyone, termasuk aku gadaike tanah 
sawhku amergo tak go bayar utang karo tak go biaya sekolah 
anakku 
Saya                  :  Bu, nopo saking pelaksanaan gadai niku enten saksi mboten 
buk? 
IbuNyaten      :  Ora ono saksine mbak,  
Saya                  : Tanah sawahe penjenengan di gadai niku, sinten sing manfaatke 
hasile buk? 
IbuNyaten : Yo sing gadai tanah kui mbak,  
Saya                :  Nopo enten pembagian hasil panene niku buk? 
Ibu Nyaten     : ora no mbak, nak wis panen ngono kui hasile yo kabeh kanggo 
sing   gadai mbak, aku ora melu negrasake hasil panene. Tapi 
nakpas panen ngono kui aku karo bojoku ngiwangi panen, biasane 
di kei gabah sak sak, kanggo jasa wis diiwangi panen kui mau. 
Saya                :  Panjenengan gadai tanah sawhe riyren, enten perjanjian tertlis  
mboten buk? 
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Ibu Nyaten :  Ora ono coro gawe perjanjian sing tertulis mbak,yo intine saling 
percoyo mbak. Sopo yo sing gelem gawe surat perjanjian kui 
mbak, di gawe gampang ae mbak, salig percoyo pokok,e. 
Saya : Lah saking gadai tanah sawah niku, enten jangka waktune nopo 
mboten buk? 
Ibu Nyaten : Ono jangka waktune mbak, jangka waktune kui kesepakatan 
wong loro , aku karo sing gadai tanah kui. Nak jangka waktu 
gadai tanah sawahku di kei jangka waktu enem tahun.  
Wawancara dengan Ibu Sofi  pada tanggal 05 Mei 2018 (selaku 
penggadai tanah sawah / Murahin) 
Saya   : Bu, nopo panjenengan ngertos praktek gadai tanah niku ? 
Ibu Sofi :  Ngerti mbak.  
Saya                 :  Saget di ceritake mboten, pripun proses gadai tanah sawah niku 
saget kedaden ? 
Ibu  Sofi           :  Proses gadai sing tak alami sih kui cepet mbak, lah gur nak ono 
sing nawari tanah sawahe di gadaike trus cocok yo wis, aku 
gadai tanah sawah e Ibu Nyaten kui amergo aku bantu ben Ibu 
Nyaten iso bayar utange lan iso biayai sekolah anake, tur aku 
gadai tanah sawahe bu Nyaten iso nambahi pendapatan lan iso 
gawe perekonomian keluargaku luweh apik mbak. 
Saya                  :  Bu, nopo saking pelaksanaan gadai niku enten saksi mboten 
buk? 
Ibu Sofi             :  Ora ono saksine mbak,  
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Saya                  : Tanah sawahe penjenengan di gadai niku, sinten sing manfaatke 
hasile buk? 
IbuSofi : Yo aku mbak, mergo aku sing gadai tanah sawahe kui.  
Saya                :  Nopo enten pembagian hasil panene niku buk? 
Ibu Sofi           :  Ora ono mbak, hasil penene yo kabeh kanggo aku sing ngelola 
tanah sawhe kui, tapi yo kolo-kolo nak bu nyaten karo bojone 
ngiwangi ngedos utowo panen ngono kui, biasane tak kei sak sak 
mbak, yo itung-itung kanggo jasane lah wis ngiangi.  
Saya                :  Panjenengan gadai tanah sawhe riyren, enten perjanjian tertlis  
mboten buk? 
Ibu Sofi           :  Ora ono coro gawe perjanjian sing tertulis mbk,yo intine saling 
percoyo mbak. 
Saya : Lah saking gadai tanah sawah niku, enten jangka waktune nopo 
mboten buk? 
Ibu Sofi : Ono jangka waktune mbk, jangka waktune kui kesepakatan 
wong loro , aku karo Ibu Nyaten  kui sg gadaike sawahe. Nag 
kesepakatanku karo bu Nyaten kui jangka waktu gadaine enem 
tahun.   
Wawancara dengan Ibu Subekti  pada tanggal 05 Mei 2018 (selaku 
penggadai tanah sawah / Rahin) 
Saya   : Bu, nopo panjenengan ngertos praktek gadai tanah niku ? 
Ibu Subekti :  Ngerti mbak.  
 114 
 
Saya                 :  Saget di ceritake mboten, pripun proses gadai tanah sawah niku 
saget kedaden ? 
Ibu  Subekti       :  Proses Gadai sawahku wingi nane kui yo gur sawhku tak 
gadaike pak Mila, terus rembukan rego patut e piro, nag wis 
podo cocok yo wis mbak, duwek langsung di wehke nag aku. 
Mergo aku butuh duwek cepet ape kanggo  umrah, soal e nag 
gadaike tanah sawah kui prosese cepet mbak, ora ribet koyok 
nag nyileh ning bank ngno kae. Makane akeh sing luweh milih 
gadekke tanah sawahe.  
Saya                  :  Bu, nopo saking pelaksanaan gadai niku enten saksi mboten 
buk? 
IbuSubekti        :  Ora ono saksine mbak,  
Saya                  : Tanah sawahe penjenengan di gadai niku, sinten sing manfaatke 
hasile buk? 
IbuSubekti        : Sing garap yo pak Mila mbak, di manfaatke Pak Mila tanah 
sawah gadaine niku.  
Saya                :  Nopo enten pembagian hasil panene niku buk? 
IbuSubekti      :Ora ono mbk, hasil penene yo kabeh kanggo Pak Mila mbak, aku 
ora entok bagian panene kui. 
Saya                :  Panjenengan gadai tanah sawhe riyren, enten perjanjian tertlis  
mboten buk? 
IbuSubekti     :  Ora ono coro gawe perjanjian sing tertulis mbak,yo intine saling 
percoyo mbak. 
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Saya : Lah saking gadai tanah sawah niku, enten jangka waktune nopo 
mboten buk? 
IbuSubekti        :Ono jangka waktune mbk, jangka waktune kui kesepakatan wong 
loro.  
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LAMPIRAN V 
DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA 
 
(Wawancara dengan Ibu Sulimah  Pada Tanggal 03 Mei 2018) 
 
(Wawancara dengan Ibu Murtini pada tanggal 03 Mei 2018) 
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  (wawancara dengan Ibu Nyaten pada tanggal 04 Mei 2018) 
 
  (wawancara dengan Ibu Sofi pada tanggal 05 Mei 2018)  
 
(wawancara dengan Ibu Subekti pada tanggal 05 Mei 2018) 
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LAMPIRAN VI 
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama    : Puji Rahayuningsih   
NIM    : 142111027 
Tempat  Tanggal Lahir :  Blora, 04  Juni 1996 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat : Desa Sumberejo Rt 01 Rw 01,  Kec.Japah, 
Kab.Blora 
Agama    : Islam 
Nama Ayah   : Mulyono 
Nama Ibu   : Pani 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Email    : Naning_srikandi@yahoo.com 
Riwayat Pendidikan 
1. SD Negeri 1 Sumberejo    Lulus Tahun 2008 
2. SMP Negeri 1 Japah     Lulus Tahun 2011 
3. SMA Negeri 1 Tunjungan    Lulus Tahun 2014 
4. IAIN Surakarta    Lulus Tahun 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
